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K A T A P E N G A N T A R 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan 

rahmat dan anugrah-Nya sehingga Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Gowa dapat menyusun Revisi Rencana Kerja Strategis Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa (Renstra) Tahun 2017-2021. 

Dengan terbltnya peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Rencana Kerja 

Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa (Renstra) 

Tahun 2016-2021 direvisi menjadi Rencana Kerja Strategis Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Gowa (Renstra) Tahun 2016-2021. 

Rencana Kerja Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Gowa adalah merupakan acuan dan pedoman perencanaan 

yang akan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 

5 (Lima) tahun sesuai amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian Rencana Kerja 

Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab Gowa ini tetap 

berkenaan pada soal Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan-Kebijakan 

pelaksanaan program dan kegiatan dengan telah ditetapkan selama 5 (lima) 

tahun. 

Penyusunan Rensta ini selain untuk dapat memberl arahan bagi 

penyelenggara kegiatan juga dapat diharapkan dapat memberl informasi atau 

gambaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kondisi 

pengelolaan keuangan daerah dalam upaya mewujudkan Visi dan Misinya. 

Sungguminasa, Februari 2017 

Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kab. Gowa 

I H. Abdul Karim Dania. S E . M M a -
Pangkat: Pembina Tk.l 
Nip. : 19641231 199603 1 012 

Rencana Strategis Tahun Anggaran 2016-2021 



Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Gowa 

Ii 

D A F T A R ISI 

KATA PENGANTAR i 
DAFTAR ISI ii 
BAB I PENDAHULUAN 1 

1.1 Latar Belakang 1 
1.2 Landasan Hukum 2 
1.3 Maksud dan Tujuan 4 
1.4 Sistimatika Penulisan 5 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 10 
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah 10 
2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 23 
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 27 
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 31 
BAB III ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 33 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 33 

3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah 34 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Pengelolaan 
Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan 37 

3.4 Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis 39 

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 42 

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 44 
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah 45 
4.2 Strategis dan Kebijakan Badan Pengeioiaan Keuangan 

Daerah 49 
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 52 
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN 

DAN SASARAN RPJMD 54 
BAB VII PENUTUP... 56 

Rencana Strategis Tahun Anggaran 2016-2021 



Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Gowa 

I 

B A B I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasicnal dan Undang-

Undang Ncmcr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Prcvinsi, Kabupaten/Kota 

dalam rangka menyeienggarakan pemerintahannya harus menyusun 

perencanaan pembangunan. 

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, 

disusun secara berjangka mellputi : Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis 

(RENSTRA) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program 

dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah, serta berpedcman kepada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa yaitu visi dan misi 

Bupati terpilih tahun 2016-2021, sasaran dan strategi pembangunan serta 

arah kebijakan. Hal tersebut dimaksudkan agar perencanaan pembangunan 

nasicnal berjalan efektif, efisien dan bersasaran. 

Perjalanan pemerintahan selama ini telah banyak memberikan 

perkembangan dan peningkatan balk dari sektcr pembangunan maupun pada 

pemberian pelayanan kepada masyarakat, tentu hal tersebut tidak terlepas 

dari upaya dan kerja keras pemerintah daerah. Seiring dengan 

perkembangan dan peningkatan tersebut, maka kebutuhan untuk praktek 

pengelolaan keuangan daerah diharapkan lebih balk agar mampu 

mengendalikan setiap permasalahan yang muncul akibat tuntutan 
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masyarakat yang semakin kompleks dan berdampak pada besarnya daftar 

kebutuhan yang perlu mendapatkan respon dari pemerintah. 

Sehubungan dengan maksud di atas maka dipandang perlu 

menyusun Rencana Strategis lima tahun kedepan, yang merupakan acuan 

bagi unsur Peiaksana Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Gowa dalam menentukan program dan kegiatan tahunan. 

1.2. Landasan Hukum 

Landasan Hukum dalam penetapan Renstra Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 adalah : 

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Rl Nomor 4286); 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rl Nomor 4022); 

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Pusat dan Daerah-Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4438); 

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tahun 2007 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia 4700); 

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Rl Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Rl Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

(Lembaran Negara Rl Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Rencana Strategis Tahun Anggaran 2016-2021 



Badan Pengelalaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Gowa 

3 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4817); 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeioiaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578); 

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 lampiran IV tentang 

Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD; 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

j . Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gowa Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11); 

k. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang 

Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa 

(Lembaran Daerah Nomor 7 Seri E Tahun 2004); 

I. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 Tentang 

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten 

Gowa (Lembaran Daerah Nomor 8 Seri E Tahun 2004); 

m. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 

2005-2025. 

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 
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n. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 

2016-2021. 

o. Peraturan Bupati Gowa Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan 

Organisasi, Kedudukan,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

> Maksud 

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Gowa dimaksudkan untuk memberikan arah serta sebagai 

pedoman tekhnis dan strategis dalam penyelenggaraan pengeioiaan 

keuangan daerah tahun 2016-2021 dengan memanfaatkan seluruh 

sumber daya yang ada secara terukur dan berkesinambungan sesuai 

dengan kondisi dan potensi serta kebutuhan. 

> Tujuan 

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021, adalah : 

a. Agar program dan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien dan sesuai 

sasaran. 

b. Untuk menjamin tercapainya tujuan system perencanaan 

pembangunan 5 (iima) tahuan. 

c. Dapat menjadi alat bantu untuk mengukur kinerja pemerintah pada 

setiap tahun anggaran dan akhir masa jabatan. 

d. Tersedianya rumusan agenda, kebijakan, dan program strategis dalam 

skala prioritas yang merupakan indikasi program APBD Kabupaten 

Gowa. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021, disusun dengan sistematika 

sebagai berlkut: 

BAB1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, 

fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, 

proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD 

dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, 

dan dengan Renstra SKPD. 

1.2. Landasan Hukum 

: Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan 

pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya 

yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, 

kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam 

penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari 

penyusunan Renstra SKPD. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, 

serta susunan garis besar isi dokumen. 

BAB ii. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH KABUPATEN GOWA 

Memuat informasi tentang peran(tugas dan fungsi) SKPD 

dalam penyelenggaraaan urusan pemerintahan daerah, mengulas 

secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiiiki SKPD dalam 
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penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-

capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra 

SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program 

prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD 

periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang 

masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. 

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum 

pembentukan SKPD, struktur SKPD, serta uraian tugas dan fungsi 

sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang 

struktur SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah 

personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). 

2.2. Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya 

yang dimiiiki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, 

mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang 

masih operasional. 

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD 

berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, 

menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja 

pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya. 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan 

Pengeioiaan Keuangan Daerah 

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra 

K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan 

Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan 

terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang 

Rencana Strategis Tahun Anggaran 2016-2021 m 



Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Gowa 

7 

berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan 

pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini 

mengemukakakn macam pelayanan, perkiraan beasaran 

kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan 

pelayanan yang dibutuhkan. 

BAB Ili. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

3.1. Identltas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasaiahan 

pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

3.2. Telaahan VIsI, MIsI, dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terplllh 

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang 

terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil 

kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi 

permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja factor-faktor 

penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat 

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil 

kepala daerah tersebut. Faktor-faktor iniiah yang kemudian menjadi 

salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD. 

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 

Bagian ini mengemukakan apa saja factor-faktor penghambat 

ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang 

mempengaruhi pennasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran 

jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD 

provinsi/kabupaten/kota. 
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3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

hidup Strategis 

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan 

pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan 

pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. 

3.5. Penentuan Isu-lsu Strategis 

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD 

yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: 

1. Gambaran pelayanan SKPD 

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L 

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD 

provinsi/kabupaten/kota 

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, dan 

5. Imlpikasi KLHS bagi pelayanan SKPD 

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan 

hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada 

bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan 

ditangani melaui Renstra SKPD tahun rencana. 

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 

4.1. VIsI dan MIsI Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pemyataan visi dan misi 

SKPD 

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan 

sasaran jangka menengah SKPD 

4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
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Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan 

kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang. 

B A B V . RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indlkatlf 

( perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok 

sasaran, dan pendanaan indlkatlf). 

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN 

DAN SASARAN RPJMD 

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara 

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima 

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran RPJMD. 

BAB VII. PENUTUP 
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B A B II 

G A M B A R A N P E L A Y A N A N BADAN P E N G E L O L A A N K E U A N G A N 

D A E R A H K A B U P A T E N G O W A 

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa merupakan 

badan yang memegang peranan dan fungsi strategis dibldang pengelolaan 

keuangan daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 

18 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2016 Tanggal 19 

Desember 2016, serta Peraturan Bupati Gowa Nomor 68 Tahun 2016 

Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. 

Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan 

Fungsi secara Efektif dan Efesien tersebut, telah ditetapkan aturan bagi para 

pemegang Jabatan Struktural maupun Non Struktural sebagai Perangkat 

Daerah dan Unsur peiaksana Otonomi Daerah yang menjadi tanggung 

jawabnya dalam Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa mempunyai fungsi 

sebagai berlkut: 

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang pengeioiaan 

keuangan Daerah; 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

pengelolaan keuangan Daerah; 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan 

daerah; 

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 68 Tahun 2016 Tentang 

Susunan Organisasi, Kedudukan,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, untuk melaksanakan 

tugas dan fungsinya Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Gowa terdlrl atas: 

a. Kepala Badan 

b. Sekretarlat: 

Dalam menyeienggarakan tugas sekretaris dibantu oleh tIga sub bagian 

terdlrl dari: 

1. Sub. Bagian Umum & Kepegawaian 

2. Sub. Bagian Perencanaan & Pelaporan 

3. Sub. Bagian Keuangan 

c. Bidang Anggaran : 

Dalam menyeienggarakan tugas bidang dibantu oleh tIga sub bidang 

terdlrl dari: 

1. Subbid Penyusunan APBD 

2. Subbid Pengendalian dan penatausahaan anggaran 

3. Subbid Otorltas DPA-SKPD 

d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah : 

1. Subbid Pengelolaan belanja tidak langsungdan pemblayaan daerah 

2. Subbid pengelolaan belanja langsung 

3. Subbid pengelolaan kas daerah 

e. Bidang Akuntansi: 

1. Subbid Akuntansi Penerlmaan dan Pengeluaran Kas 

2. Subbid Akuntansi Asset 

3. Subbid Penyusunan Laporan Keuangan 
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f. Bidang Asset Daerah : 

1. Subbid Perencanaan Kebutuhan 

2. Subbid Anallsa Asset 

3. Subbid MutasI dan Penghapusan Asset 

g. Kelompok Jabatan Fungslonal 

> Tugas dan Fungsi Kepala Badan 

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan 

urusan pemerlntahan bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan 

kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai 

peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk 

kelancaran tugas. Dalam melaksanakan tugas menyeienggarakan fungsi 

sebagai berlkut: 

a. perumusan kebijakan urusan pemerlntahan bidang pengelolaan 

keuangan daerah; 

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerlntahan bidang pengelolaan 

keuangan daerah; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerlntahan bidang 

pengelolaan keuangan daerah; 

d. pelaksanaan admlnlstrasi Badan; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan 

fungsinya. 

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas dirlnci sebagai 

berlkut: 

a. menyusun kebijakan rencana strategik dan program kerja badan sesuai 

dengan visl misl daerah; 

b. merumuskan dan menyusun program kerja badan sesuai bidang 

tugasnya; 
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c. mengkoordlnaslkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) dan rancangan perubahan APBD; 

d. mengkoordlnaslkan penyusunan laporan keuangan daerah dalam 

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

e. mengarahkan dan mengevaluasi program kerja dan menetapkan 

kebijakan operasional dl bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; 

f. menyella pelaksanaan tugas sekretarlat, bidang anggaran, bidang 

perbendaharaan, bidang akuntansi dan bidang aset daerah; 

g. memecahkan masalah serta melakukan pengendalian dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan APBD; 

h. mengevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

I. melaporkan dan memberl saran kepada atasan tentang penganggaran, 

penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD dan pengelolaan 

barang mlllk daerah; 

j . melaksanakan fungsi bendaharawan umum daerah berdasarkan 

meraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

k. melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan 

keuangan dan aset daerah; 

I. melaksanakan Ikatan/perjanjian kerjasama dengan plhak lain sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

m. menglnventarlsir permasalahan-permasaiahan yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya dan menylapkan bahan petunjuk pemecahan 

masalah; 

n. melaksanakan pembinaan program waskat, mengevaluasi hasll 

pelaksanaan program kerja dan melaporkan hasll pelaksanaan tugas 

kepada pimplnan; dan 

o. melaksanakan tugas kedlnasan lainnya yang diperlntahkan oleh 

pimplnan balk llsan maupun tertulis. 
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> Tugas dan Fungsi Sekretaris : 

Sekretarlat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu 

Kepala Badan dalam melaksanakan koordlnasi kegiatan, memberikan 

pelayanan teknis dan admlnlstrasi penyusunan program, pelaporan, umum, 

kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan Badan. Untuk melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyeienggarakan fungsi : 

a. pengoordlnaslan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan; 

b. pengoordlnaslan penyusunan program dan pelaporan; 

c. pengoordlnaslan urusan umum dan kepegawaian; 

d. pengoordlnaslan pengelolaan admlnlstrasi keuangan; dan 

e. pelaksanaan tugas kedlnasan lain sesuai bidang tugasnya. 

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dirlnci sebagai berlkut: 

a. merencanakan operasional kerja sekretarlat berdasarkan rencana dan 

sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja; 

b. membagi tugas kepada bawahan agar terclpta kelancara tugas; 

c. memberl petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan 

tatausaha, perlengkapan, keuangan, asset, perencanaan dan pelaporan 

serta pembinaan kepegawaian; 

d. menyella pelaksanaan tugas Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 

Sub. Bagian Keuangan, Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; 

e. mengatur urusan tatausaha, perlengkapan, keuangan, asset, 

perencanaan dan pelaporan serta pembinaan kepegawaian; 

f. mengkoordlnaslkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas perencanaan 

dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; 

g. menyusun laporan hasll pelaksanaan tugas dan memberl saran kepada 

atasan; 

h. melaksanakan pengaturan tata naskah dInas dan rumah tangga badan; 

I. melaksanakan pengawasan InventarlsasI seluruh barang bergerak dan 

barang tidak bergerak llngkup badan; 
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j . melaksanakan pengawasan dan pemberian petunjuk pemellharaan 

keamanan serta ketertlban lingkungan kerja badan; 

k. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan perpustakaan dan 

dokumen arsip badan; 

I. melaksanakan pengaturan pengelolaan keuangan badan; 

m. melaksanakan pengelolaan data base kepegawaian, perencanaan dan 

pengembangan pegawai; 

n. melaksanakan pengelolaan, revlsl, pengawasan dan pengendalian 

perencanaan serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan 

melaksanakan tugas kedlnasan lainnya yang diperlntahkan oleh pimplnan 

balk llsan maupun tertulis. 

> Tugas dan Fungsi Bidang Anggaran 

Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Badan dalam mengoordlnaslkan penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud, Kepala Bidang Anggaran menyeienggarakan fungsi: 

a. merencanakan operasional kerja bidang anggaran berdasarkan rencana 

dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja; 

b. membagi tugas kepada bawahan agar terclpta kelancaran tugas; 

c. memberl petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan 

penyusunan APBD, pengendalian dan penatausahaan anggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan otorltas DPA-SKPD; 

d. menyella pelaksanaan tugas Sub Bidang Penyusunan APBD, Sub 

Bidang Pengendalian dan Penatausahaan Anggaran serta Sub. Bidang 

OtorlsasI DPA-SKPD; 

e. mengatur urusan penyusunan APBD, pengendalian dan penatausahaan 

anggaran, pelaksanaan dan pengawasan otorltas DPA-SKPD; 
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f. mengkoordlnaslkan dan mengevaluasi penyusunan APBD, pengendalian 

dan penatausahaan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan otorltas 

DPA-SKPD; 

g. menyusun laporan hasll pelaksanaan tugas dan memberl saran kepada 

atasan; 

h. melaksanakan pengkajian kebijakan pengaiokaslan anggaran daerah; 

I. melaksanakan penyusunan alokasi dan perubahan anggaran daerah 

dan menyusun standar blaya umum; 

j . melaksanakan penyusunan anggaran kas daerah dan menerbltkan 

Surat Penyedlaan Dana (SPD). 

k. melaksanakan penerbitan Dokumen Pelakasaan Anggaran, Dokumen 

Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD dan Surat Penyedlaan Dana; 

I. melaksanakan pengendalian dan penatausahaan anggaran; 

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan; 

n. menglnventarlsir permasalahan-permasaiahan yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya dan menylapkan bahan petunjuk pemecahan 

masalah; dan 

0 . melaksanakan tugas kedlnasan lainnya yang diperlntahkan oleh 

pimplnan balk llsan maupun tertulis. 

> Tugas dan Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah 

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala DInas dalam mengoordlnaslkan 

pelaksanaan perbendahraan dan kas daerah. Untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah 

menyeienggarakan fungsi: 
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a. merencanakan operasional kerja Bidang Perbendaharaan dan Kas 

Daerah berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai 

pedoman kerja; 

b. membagi tugas kepada bawahan agar terclpta kelancaran tugas; 

c. memberl petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan 

Pengelolaan belanja langsung, belanja tidak langsung dan pemblayaan 

daerah serta Pengelolaan Kas Daerah; 

d. menyella pelaksanaan tugas Sub. Bidang Pengelolaan Belanja Tidak 

Langsung dan Pemblayaan Daerah, Sub. Bidang Pengelolaan Belanja 

Langsung dan Sub. Bidang Pengelolaan Kas Daerah; 

e. mengatur urusan Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pemblayaan 

Daerah, Pengelolaan Belanja Langsung dan Pengelolaan Kas Daerah; 

f. mengkoordlnaslkan dan mengevaluasi Pengelolaan Belanja Tidak 

Langsung dan Pemblayaan Daerah, Pengelolaan Belanja Langsung dan 

Pengelolaan Kas Daerah; 

g. menyusun laporan hasll pelaksanaan tugas dan memberl saran kepada 

atasan; 

h. melaksanakan pengkajian kebijakan penatausahaan anggaran daerah; 

I. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengeluaran Kas Daerah 

(cash out flow); 

j . melaksanakan pembinaan admlnlstrasi pengelolaan keuangan daerah 

yang berkaitan dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung; 

k. melaksanakan rekonsiliasi dan pelaporan dana perimbangan; 

I. melaksanakan pengendalian penerbitan Surat Perlntah Pencalran Dana 

(SP2D); 

m. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang perbendaharaan 

dan kasdaerah; 
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n. menglnventarlsir permasalahan-permasaiahan yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya dan menylapkan bahan petunjuk pemecahan 

masalah; dan 

o. melaksanakan tugas kedlnasan lainnya yang diperlntahkan oleh 

pimplnan balk llsan maupun tertulis 

> Tugas dan Fungsi Bidang Aset Daerah 

Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas 

pokok membantu Kepala DInas dalam pengelolaan pelaporan aset daerah. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aset 

Daerah menyeienggarakan fungsi: 

a. merencanakan operasional kerja Bidang Aset Daerah berdasarkan 

rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja; 

b. membagi tugas kepada bawahan agar terclpta kelancaran tugas; 

c. memberl petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan 

Perencanaan Kebutuhan Aset, Anallsa Aset serta MutasI dan 

Penghapusan Aset; 

d. menyella pelaksanaan tugas Subld. Perencanaan Kebutuhan Aset, Sub. 

Bidang Anallsa Aset dan Sub. Bidang MutasI dan Sub. Bidang 

Penghapusan Aset; 

e. mengatur urusan Perencanaan Kebutuhan Aset, Anallsa Aset dan 

MutasI serta Penghapusan Aset; 

f. mengkoordlnaslkan dan mengevaluasi Perencanaan Kebutuhan Aset, 

Anallsa Aset serta MutasI dan Penghapusan Aset; 

g. menyusun laporan hasll pelaksanaan tugas dan memberl saran kepada 

atasan; 

h. melakukan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

Rencana Strategis Tahun Anggaran 2016-2021 m 



Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kahupaten Gowa 

19 

I. melaksanakan perumusan dan pengendalian jumlah kebutuhan aset 

pada maslng-masing SKPD dan lembaga terkait dalam rangka 

perencanaan kebutuhan aset daerah; 

j . melaksanakan rumusan pelaksanaan InventarlsasI, pencatatan dan 

penllalan aset daerah; 

k. melaksanakan koordlnasi dengan Instansi kerja terkait dalam rangka 

pengelolaan barang mlllk daerah; 

I. melaksanakan rumusan pelaksanaan pemerlksaan, pemanfaatan, 

pengamanan, pemusnahan, penghapusan, pengawasan dan 

Pengendalian barang mlllk daerah; 

m. melaksanakan perumusan dalam rangka penyusunan StandarlsasI 

Satuan Harga Barang Mlllk Daerah dan StandarlsasI Sarana dan 

Prasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa; 

n. menglnventarlsir permasalahan-permasaiahan yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya dan menylapkan bahan petunjuk pemecahan 

masalah; dan 

o. melaksanakan tugas kedlnasan lainnya yang diperlntahkan oleh 

pimplnan balk llsan maupun tertulis. 

> Tugas dan Fungsi Bidang Akuntansi 

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala DInas dalam melaksanakan pelaporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang 

Akuntansi menyeienggarakan fungsi: 

a. merencanakan operasional kerja Bidang Akuntansi berdasarkan rencana 

dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja; 

b. membagi tugas kepada bawahan agar terclpta kelancaran tugas; 
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c. memberl petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan 

Akuntansi Penerlmaan Dan Pengeluaran Kas, Akuntansi Aset dan 

Penyusunan Laporan Keuangan; 

d. menyella pelaksanaan tugas Sub. Bidang Akuntansi Penerlmaan dan 

Pengeluaran Kas, Sub. Bidang Akuntansi Aset dan Sub. Bidang 

Penyusunan Laporan Keuangan; 

e. mengatur urusan Akuntansi Penerlmaan Dan Pengeluaran Kas, 

Akuntansi Aset dan Penyusunan Laporan Keuangan; 

f. mengkoordlnaslkan dan mengevaluasi laporan Akuntansi Penerlmaan 

Dan Pengeluaran Kas, Akuntansi Aset dan Penyusunan Laporan 

Keuangan; 

g. menyusun laporan hasll pelaksanaan tugas dan memberl saran kepada 

atasan; 

h. melaksanakan perumusan kebijakan dl Bidang Akuntansi; 

I. melaksanakan pengendalian kegiatan akuntansi manajemen, keuangan, 

sistem Informasi keuangan; 

j . melaksanakan pengendalian dan pengawasan bidang keuangan sesuai 

dengan target yang ditentukan; 

k. melaksanakan penyampalan laporan keuangan yang auditable secara 

berkaia beserta perlnclannya, balk semesteran maupun tahunan sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

I. melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan 

keuangan yang memadai dalam rangka pengembangan sistem Informasi 

akuntansi dan keuangan serta bentuk-bentuk pelaporan; 

m. melakukan analisis terhadap laporan keuangan dan laporan akuntansi 

manajemen pengelolaan keuangan daerah; 

n. menglnventarlsir permasalahan-permasaiahan yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya dan menylapkan bahan petunjuk pemecahan 

masalah, dan 
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o. melaksanakan tugas kedlnasan lainnya yang diperlntahkan oleh 

pimplnan balk llsan maupun tertulis. 
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2.2. Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Gowa 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa didukung oleh sumber 

daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai. 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa sampai dengan 

tahun 2017 memiliki pegawai (SDM) sebanyak 58 orang PNS, dan 

Tenaga Ahll 1 orang, dengan komposlsl PNS sebagai berlkut: 

Tabel 2.2.1. 

Jumlah dan Komposlsl Aparatur Sipil Negara DPKD Kab. Gowa 

No SUB UNIT Jumlah 

1 Sekretarlat 10 Orang 

2 Bidang Anggaran 8 Orang 

3 Bidang Perbendaharaan 18 Orang 

4 Bidang Akuntansi 13 Orang 

5 Bidang Asset Daerah 9 Orang 

Jumlah 58 Orang 
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Adapun data pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Gowa berdasarkan jenjang pendidikan, Golongan/pangkat, 

dan Jabatan/Eselon dapat dlllhat dalam tabel dl bawah Inl: 

Tabel 2.2.2. 

Berdasarkan Golongan / Pangkat, Tingkat Pendidikan, Tingkat Eselon 

No 
uoiongan / 

Panakat 

1 ingKat 

Pendidikan 

Tingkat Eselon 
Jumlah No 

uoiongan / 

Panakat 

1 ingKat 

Pendidikan II III IV JFU 
Jumlah 

1 iV S2 1 1 

S1 

2 III S2 4 2 2 8 

S1 1 13 29 43 

D3 

SLTA 3 3 

3 [I D3 

SLTA 3 3 

JUMLAH 58 
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Tabel 2.2.3. 

Jumlah dan Komposlsl Aparatur SIpll Negara DPKD Kab. Gowa 

Berdasarkan Jenis Kelamln/Gender 

JenIs Kelamin 

No SUB UNIT Lakl -

lakl 

Perempuan Jumlah 

1 Sekretarlat 6 4 10 Orang 

2 Bidang Anggaran 5 3 8 Orang 

3 Bidang Perbendaharaan 6 12 18 Orang 

4 Bidang Akuntansi 6 7 13 Orang 

5 Bidang Asset Daerah 6 3 9 Orang 

Jumlah 58 Orang 

Adapun sarana dan prasarana yang digunakan oleh Aparat Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, dapat kIta Ilhat pada 

tabel sebagai berikut: 
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DAFTAR BARANG M I L I K DAERAH 
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA 

SAMPAI DENGAN JANUARI 201 L7 
I I m i l l A L i JUMLAH 

R A B A M r ; D H n A m u 

I I m x i A u JUMLAH 
U A D f t A r I A r t U A 

02 MESIN DAN PERALATAN 800 2 341 560 009 

02.03 ALAT-ALAT ANGKUTAN 27 432 863 800 

02 03 01 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 27 432 853 800 

02 03 01 02 KPNDARAAN RFRMOTOR PFNIJMPANG 1 l l f i 450 000 

02 03 01 05 K E N D A R A A N B E R M O T O R B E R O D A D I J A 9fi 31fi 413 800 

02 06 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 757 1 831 537 205 

02 06 01 ALAT KANTOR 
/ A b n 1 i \ / A i M i w n 

55 311 545 000 

02.06.01.01 MESlN KETIK 8 25.390.000 

02.06.01.04 ALATPENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR 27 142.925.000 

02.06.01.05 ALAT KANTOR LAINNYA 60 143.634.000 

02.06.02 ALAT RUMAH TANGGA 521 695.737.700 

02.06.02.01 MEUBELAIR 486 530.902.700 

02.06.02.03 ALATPEMBERSIH 2 4.500.000 

02.06.02.04 ALATPENDINGIN 18 121.790.000 

02.06.02.05 ALATDAPUR 5 7.700.000 

02.06.02.06 ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA 10 30.845.000 

02.06.03 KOMPUTER 141 0 1 A ten c n a oZ4.Z50.509 
02 06 03 02 PERSONAL KOMPUTER 54 557 142 200 
09 ofi 0^ PFRAI ATAN PFR^OWAI kOMPIITFR o / 7 K 7 i na ano 

£.0/.J.Uo.0Ut7 

02.07 ALAT STUDIO & ALAT KOMUNIKASI 16 76.759.000 

02.07.01 ALAT STUDIO 9 62.490.000 

02.07.01..01 PERALATAN STUDIO VISUAL 9 62.490.000 

02.07.02 ALAT KOMUNIKASI 7 14.269.000 

02.07.02.01 ALAT KOMUHIKASITELEPON 7 14.269.000 

07 ASET LAINNYA 4 1.050.550.000 

07.24 ASET TIDAK BERWUJUD 4 1.050.550.000 

07.24.01 PERANGKATLUNAK 4 1.050.550.000 

07.24.01.01 PERANGKATLUNAK 4 1.050.550.000 

JUMLAH 804 3.392.110.009 
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2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa sebagai 

Instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan 

pengelolaan aset/barang daerah mulal dari proses penganggaran sampai proses 

pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan 

pelayanan admlnlstrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan 

aset/barang daerah. 

Kegiatan pelayanan dl bidang pengelolaan keuangan daerah mellputi 

penylapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa 

pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan 

daerah, pedoman pelaporan keuangan OPD. Selain melakukan pembinaan 

berupa soslallsasi dan pembinaan teknis dl bidang pengelolaan keuangan 

daerah , pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan 

pengeioiaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan 

admlnlstrasi keuangan dan aset/barang daerah dlllngkungan Pemerintah 

Kabupaten Gowa menglkuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan diukur berdasarkan 

sasaran/target Renstra periode sebelumnya, dimana program dan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh DInas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa 

selama kurun waktu lima tahun sebelumnya mengalami peningkatan, hal Inl 

disebabkan karena dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada 

peraturan tersebut diatas. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan 

tersebut tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia dan sarana 

prasarana yang dimiiiki balk dari segl kualltas maupun kuantltas. hal Inl dapat 

dlllhat dari tabel berlkut: 
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Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerlntahan 

Daerah dibldang pengelolaan keuangan daerah mempunyai sasaran/target 

capaian kinerja yang didasarkan pada Indikator sebagai berlkut: 

1. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah 

2. Menurunnya Jumlah Temuan Hasil Pemerlksaan oleh lembaga fungslonal 

Pemerlksa 

3. Penataan admlnlstrasi keuangan pada setiap SKPD 

Adapun target dan realisasi kinerja berdasarkan Indikator kinerja tersebut 

dapat dlllhat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan 
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai 

dengan Perda No. 11 tahun 2016 meskipun baru mulal berjalan dl awal tahun 

2017 akan berusaha memberikan pelayanan dengan makslmal sesuai dengan 

standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pelayanan Prima ditujukan untuk 

memberikan rasa puas bagi pelanggan (stakeholder) atas pelayanan yang kIta 

berikan, Untuk Itu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan Standar 

Pelayanan pada maslng-masing kegiatan. 

Untuk menganallsa kondisi lingkungan Internal dan eksternal yang 

mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, dapat dilakukan dengan 

menggunakan anallsa metode SWOT 

1. Faktor Internal : 

a. Kekuatan/PotensI (Strength) 

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimplnan organisasi terhadap 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi; 

2. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan 

tugas pokok dan fungsi organisasi; 

3. Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program 

apllkasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi organisasi; 

4. Kemampuan SDM berasal dari personil yang membldangi urusan 

pengeioiaan keuangan dan aset/barang daerah; 

5. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku 
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b. Kelemahan (Weaknes) 

1. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penylmpanan 

dokumen; 

2. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis 

dibldangnya. 

2. Faktor Eksternal : 

a. Kesempatan/Peluang (Oportunity) 

1. Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok 

dan fungsi organisasi termasuk pellmpahan kewenangan untuk 

menetapkan kebijakan daerah dl bidang pengelolaan keuangan dan 

asset/barang daerah; 

2. Hubungan kerja dengan Istansi terkait dan stakeholder telah terjalln dengan 

balk; 

3. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur 

pengelola keuangan dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dl bidang keuangan dan aset/barang 

daerah; 

4. Adanya dukungan balk dari pimplnan Eksekutif maupun plhak Leglslatlf. 

b. Tantangan/Ancaman (Treath) 

1. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan dan aset/barang daerah berdasarkan prinslp-prlnsip 

pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance; 

2. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset/barang 

daerah dalam melaksanakan tugasnya dengan balk dan benar, sehingga 

mengakibatkan kurang optlmalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan 

dan aset/barang daerah; 

3. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 

semakin ketat dan menlngkat Intensitasnya. 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas 

dan fungsi pelayanan, Badan Pengeioiaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa 

masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi 

secara signlflkan dalam proses pelayanan. Berikut Ini akan diuraikan tentang 

identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengeioiaan 

Keuangan dan Aset Daerah. 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Gowa, maka peranan BPKD sangat penting dalam pengeioiaan 

keuangan daerah mulal dari proses perencanaan, penganggaran, pencalran, 

pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak 

akan berjalan dengan balk apabila tidak didukung oleh sarana dan prasaranan 

serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi pelayanan. 

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibldang pengelolaan keuangan 

daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu 

strategis balk yang berasal dari Intemal maupun eksternal, antara lain berupa 

informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat 

mempengaruhi balk langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan 

Pengeioiaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, antara lain : 

1. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan di SKPD dalam 

melaksanakan tugasnya dengan balk dan benar, sehingga mengakibatkan 

kurang optlmalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di SKPD. 

Hal inl menyebabkan banyak terjadi kekellruan dalam pengajuan anggaran 

kegiatan maupun pembuatan pelaporan keuangan dan asset daerah, 

karena SDM memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan; 
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2. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah diperlukan 

adanya penataan asset-asset daerah, yang mana saat ini masih banyak 

dijumpai asset mlllk Pemerintah Daerah sampai saat ini belum diserahkan 

kepada Pemerintah Kabupaten Gowa sehingga mengakibatkan kurang 

optlmalnya pemanfaatan dan pemellharaan asset dimaksud dan asset 

menjadi tidak terawat/rusak. Untuk itu diharapkan agar dapatnya dilakukan 

penataan, pendataan dan penllalan asset daerah sehingga asset tersebut 

dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara dengan balk dalam 

rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah; 

3. Belum optlmalnya pelaksanaan penggunaan anggaran berbasis kinerja; 

4. Belum optlmalnya penggunaan teknologi informasi; 

5. Belum tertlbnya penataan arslp/dokumentasi. 

3.2 Telaahan Visl, Misl dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Kepemlmpinan yang balk merupakan isu yang paling mengemuka dalam 

teori dan praktek administrasi publik yang sesuai dengan adanya perkembangan 

paradigma dari rule government menjadi good governance. Hal ini dapat dilihat 

dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta 

adanya pengaruh globalisasi sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat 

menyeienggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. 

Oleh karena itu kuaiitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus 

ditingkatkan. Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah 

mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah 

dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengeioiaan 

Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses perencanaan, penganggaran, 

pencalran, pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan 

penerlmaan maupun pengeluaran kas untuk mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan APBD dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan apllkasi 

komputer sehingga tertib administrasi pengeioiaan keuangan dapat berjalan 

dengan tertib dan lancar. 
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Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 bahwa Visi Pembangunan 

Kabupaten Gowa yang ditetapkan untuk tahun 2016-2021 adalah : 

"Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Mandlri, dan Berdaya 

Saing dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Balk" 

Sedangkan dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) 

Misi Pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 sebagai berikut 

yaitu: 

1. Meningkatkan kuaiitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak 

dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama. 

2. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan 

ekonomi kerakyatan. 

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada 

interkoneksitas antar wilayah dan sektor. 

4. Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan 

5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang balk, bersih dan 

demokratis. 

Memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Gowa sebagaimana 

yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gowa tersebut, Badan Pengeioiaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Gowa sebagai unsur staf mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibldang 

pengeioiaan keuangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKD 

Kabupaten Gowa menyeienggarakan fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang pengelolaan 

keuangan Daerah; 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

pengelolaan keuangan Daerah; 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan 

daerah; 

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Pengeioiaan 
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Keuangan Daerah sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Pengelolaan 

Keungan daerah dan dalam melaksanakan tugas pokok pencapaian visi dan 

seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas 

dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berkontribusi langsung 

dalam mendukung pencapaian misl ke-5, yaitu Meningkatkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang balk, bersih dan demokratis. 

Hasil Identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi 

dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, akan menjadi input bagi 

perumusan strategis pelayanan. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan 

berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, 

agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah terpilih. 

Faktor Penshambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap 
Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

V i s i : Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing dengan Tata Kelola 
Pemerintahan yang Balk 

No 
Misi dan Program 
Kepala Daerah & Wakil 
Kepala Daerah Terpilih 

Permasalahan Pelayanan 
BPKD 

Faktor No 
Misi dan Program 
Kepala Daerah & Wakil 
Kepala Daerah Terpilih 

Permasalahan Pelayanan 
BPKD Penghambat Pendorong 

1 2 3 4 5 

Misi 
5 

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang balk, bersih dan demokratis dengan program kerja 
yang terkait. 

1 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

Kurangnya kemampuan SDM 
pengelola keuangan dan barang 
daerah di SKPD dalam 
melaksanakan tugasnya dengan balk 
dan benar, sehingga mengakibatkan 
kurang optlmalnya pelaksanaan 
pengelolaan keuangan dan barang 
daerah di SKPD 

SDM yang ditunjuk di SKPD 
kurang memahami tugasnya 
sebagai pengelola keuangan dan 
barang daerah 

Meningkatnya kiulitas sumber 
daya manusia (SDM) pengelola 
keuangan dan barang daerah di 
SKPD melalui 
pelatiban/pembinaan yang 
dilakukan dengan insentif dan 
efektif 

Program Peningkatan 
Pengembangan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Masih adanya kegiatan yang tidak 
berjalan sesuai target yang 
diingikan 

Adanya beberapa kegiatan yang 
masih memerlukan dukungan 
regulasi dalam pengelolaannya 

Penyusunan regulasi dalam 
peltdcsanan tugas. 

Program Peningkatan 
Pengembangan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Masih ada sisa anggaran yang tidak 
cairkan 

Perencenaan kegiatan kurang 
tepat 

Meningkatkan kemampuan dan 
profesionalisme 
perencanaan/pengelola kegiatan 
agar capaian kinerja dapat 
ditingkatkan 

Program Peningkatan 
Pengembangan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Kesalahan penganggaran/ 
penempatan rekening belanja 

Kurangnya pengawasan anggaran Peningkatan pengawasan melalui 
verifikasi pengakuan Belanja untuk 
menghindari teijadinya kesalahan 
penggunaan rekening Belanja 
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3.3. Telaahan Renstra kementerian Keuangan Republik Indonesia dan renstra 

Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Gowa 

Visi Kementerian Keuangan adalah "Kami akan menjadi Penggerak 

Utama Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang inkiusif di Abad ke-21". 

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut, Kementerian Keuangan 

sebagai Penggerak utama berarti Kementerian Keuangan sebagai pengatur 

dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai prime mover dalam 

mendorong pembangunan nasional di masa depan, melalui manajemen 

pendapatan dan belanja negara yang proaktif menggerakkan dan 

mengarahkan perekonomian negara di masa depan. 

Salah satu misi yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih 

adalah " Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih 

dan demokratis " Dari misi tersebut diatas tujuan yang hendak dicapai lima 

tahun kedepan adalah " Meningkatkan Kuaiitas pelayanan public, 

meningkatkan kapasitas, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah serta menyeienggarakan pemerintahan yang bersih, 

bebas KKN dan demokratis. Salah satu sasaran yang hendak dicapai adalah 

meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah melalui 

peningkatan kuaiitas pengelolaan keuangan dan daerah kabupaten Gowa 

diharapkan mampu mewujudkan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat, 

dan akuntabel. 

Pertumbuhan ekonomi yang inkiusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan 

dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan 

menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia melalui koordlnasi 

yang solid antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui 

penetapan kebijakan fiskal yang efektif. 

Penekanan abad ke-21 sebagai periode waktu menunjukkan bahwa 

Kementerian Keuangan menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan di 

dunia modem, dengan menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses 

yang modern guna mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan. Adapun Misi 

Kementerian Keuangan adalah: 
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a. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui 

pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat; 

b. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent; 

c. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum; 

d. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif; 

e. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan 

menawarkan proporsi nilai pegawai yang kompetitif. 

Dari berbagai macam hambatan dan dorongan di atas dapat digabungkan 

dalam kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Penentuan 

Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman pada Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Gowa dapat diuraikan sebagai berikut: 

No Kekuatan Faktor Internal No Kelemahan Faktor Internal 

1 Tugas pokok dan fungsi 1 Beban Kerja 

2 Peraturan Perundangan-
undangan 

2 Kurangnya SDM 

3 Sumber Daya Manusia 3 Akurasi Data 

4 SIMDA Keuangan dan 
SIMDA Barang 

4 Lemahnya penerapan sangsi 

Adapun peluang dan tantangan ekternal yang berpengaruh terhadap 

pencapaian rencana strategis Badan Pengeioiaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Gowa untuk tahun 2016-2021, yaitu: 
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No Peluang Ekternal No Tantangan Ekternal 

1 Pemanfaatan/pengamanan 

aset 

1 Menurunnya kepercayaan 

masyarakat terhadap 

pemerintah 

2 Tersedianya anggaran yang 

memadai 

2 Kurangnya pemahaman 

dan masyarakat/SKPD 

terhadap aturan/ketentuan 

3 Kerjasama yang baik dengan 

pihak ketiga 

3 Tuntutan penerapan 

anggaran berbasis kinerja 

4 Komitmen untuk 
mempertahankan opini WTP 

4 Kurangnya disiplin SKPD 
dalam pentahapan 
pelaksanaan anggaran 
dan kegiatan termasuk 
penyampalan SPJ. 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Gowa ditetapkan dengan 

tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai 

kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya 

tampung lingkungan, mellputi rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana 

peruntukan kawasan budidaya. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Gowa 

mellputi : Pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama, dan sistem 

jaringan prasarana lainnya. Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Gowa 

terdlrl atas : Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), 

dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). 

Wilayah Kabupaten Gowa yang termasuk dalam PKN Perkotaan 

Mamminasata mellputi Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Bontomarannu, 

Kecamatan Paliangga, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan 
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Barombong, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Parangloe, 

Kecamatan Bontonompo, dan Kecamatan Bontonompo Selatan. 

PPK terdlrl atas ibukota kecamatan yang tidak termasuk PKN, mellputi: 

a. Kawasan Perkotaan Malino di Kecamatan Tinggimoncong; 

b. Kawasan Perkotaan Tamaona di Kecamatan Tombolo Pao; 

c. Kawasan Perkotaan Majannang di Kecamatan Parigi; 

d. Kawasan Perkotaan Sapaya di Kecamatan Bungaya; 

e. Kawasan Perkotaan Paranglompoa di Kecamatan Bontolempangan; 

f. Kawasan Perkotaan Malakaji di Kecamatan Tompobulu; dan 

g. Kawasan Perkotaan Lauwa di Kecamatan Biringbulu. 

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) mellputi pusat-pusat permukiman yang 

berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, yang terdlrl atas: 

a. Pusat permukiman Ballatabua di Kecamatan Bajeng Barat; 

b. Pusat permukiman Pencong di Kecamatan Biringbulu; 

c. Pusat permukiman Kapoloe di Kecamatan Biringbulu; 

d. Pusat permukiman Batu Borong di Kecamatan Biringbulu; 

e. Pusat permukiman Lauwa di Kecamatan Biringbulu; 

f. Pusat permukiman Rapodoeng di Kecamatan Bungaya; 

g. Pusat permukiman Ulugalung di Kecamatan Tompobulu; 

h. Pusat permukiman Garentong di Kecamatan Tompobulu; 

i. Pusat permukiman Uiualla di Kecamatan Tompobulu; 

j . Pusat permukiman Jonjo di Kecamatan Parigi; 

k. Pusat permukiman Pakua di Kecamatan Tinggimoncong; 

I. Pusat permukiman Paliangga dl Kecamatan Paliangga; 

m. Pusat permukiman Ujung Bori dl Kecamatan Parigi; 

n. Pusat permukiman Ballacamba di Kecamatan Tinggimoncong; 

0. Pusat permukiman Buki-Buki di Kecamatan Tombolo Pao; 

p. Pusat permukiman Cangkarana di Kecamatan Tombolo Pao; dan 

q. Pusat permukiman Lembangteko di Kecamatan Tombolo Pao. 
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Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah rangkaian analisis yang 

sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip 

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam 

pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), 

melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup 

dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi 

meningkatkan resiko perubahan ikiim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau 

kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, 

longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah 

yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kellmpahan sumber 

daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong 

perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah 

yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau 

terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) sekeiompok 

masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan 

manusia. KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan 

kerangka pikir {framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah dan 

perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasl persoaian lingkungan hidup 

yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip 

pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang 

tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga 

kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan. KLHS merupakan 

amanat dar Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip 

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam 

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. 

Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincian Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 
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nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan kebijakan, rencana dan/atau program 

yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. 

Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditindakianjuti dengan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Gowa ini, diharapkan menjadi 

pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di 

berbagai sektor/bidang serta mengakomodasikan pembagian peran dengan 

kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra 

spasia! bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana 

pembangunan lainnya. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup yang 

tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Gowa, 

maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu mendukung secara penuh 

dengan mengakomodir pendanaannya melalui penganggaran SKPD yang terkait 

untuk pembangunan yang ramah lingkungan. Elemen penting lainnya dalam 

perencanaan keuangan daerah berwawasan lingkungan adalah ketersedlaan data 

dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, 

sehingga ke depan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup 

semakin penting. 

3.5 Penentuan Isu-lsu Strategis 

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan interna! 

dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan 

kelemahan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dalam 

melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Pengelolaan Keuangan 

daerah. 

Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan 

program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan 

(2016-2021) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut: 
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1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan 

dengan pengeioiaan keuangan daerah. 

2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang keberhasilan 

pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah. 

3. Perbaikan sistem pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Daerah 

hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang 

sehat, terselenggaranya penllalan resiko, aktifitas pengendalian, sistem 

informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian. 
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B A B IV 

VISI, MISI, T U J U A N , S A S A R A N , S T R A T E G I DAN K E B I J A K A N 

4.1 Visi dan Mis! Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

> Visi 

Berdasarkan keadaan saat ini dan perkiraan strategis 5 tahun yang akan datang 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa telah menetapkan visi yang telah 

dirumuskan dan menjadi komitmen bersama dengan melibatkan seluruh stakeholders 

dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Adapun visi yang 

ditetapkan yaitu sebagai berikut: 

"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Handal dan Akuntabel guna 

mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Balk" 

> Misi 

Dalam rangka mewujudkan harapan yang terkandung dalam visi Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu dirumuskan misi yang merupakan rumusan 

umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan proyeksi 

kondisi tentang masa depan. Selaras dengan visi yang telah dirumuskan bersama, Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa merumuskan dan menetapkan misi 

untuk periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yaitu sebagai berikut: 

1. Mewujudkan kuaiitas layanan kesekertariatan ; 

2. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan yang transparan, akuntabel, efektif 

dan efisien; 
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Pernyataan Misi tersebut diatas harus diketahui dan dilaksanakan seluruh jajaran 

pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga seluruh jajaran pegawai Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah ikut berperan serta sesuai dengan beban 

tanggungjawabnya guna mewujudkan harapan yang terkandung dalam visi. 

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH 

> Tujuan dan Sasaran 

Pernyataan Visi dan Misi dicapai melalui pencapaian tujuan yang merupakan 

implementasi dari pernyataan Misi organisasi dan penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan Misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. 

Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2016 sampai 

dengan tahun 2021. Penetapan tujuan tidaklah mutiak harus terukur atau kuantitatif, 

namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan 

dicapai dimasa mendatang. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur 

dirumuskan ke dalam sasaran, Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan ke dalam 

tujuan strategik untuk mengimplementasikan misi, sedangkan sasaran merupakan bagian 

integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran 

adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih 

fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. 

Adapun rumusan tujuan dan sasaran di dalam Perencanaan Strategis Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2021 adalah 

sebagai berikut: 

MisH: Mewujudkan kuaiitas layanan kesekertariatan, dijalankan dengan tujuan 

sebagai berikut: 

> Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Badan 
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Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan sasaran dan 

//7c///fator Sasaran sebagai berikut: 

> Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Badan 

> Indikator Sasaran: 

- Nilai SAKIP BPKD 

- Persentase PNS memperoleh nilai SKP baik 

- Serapan Anggaran BPKD 

- Persentase Pelaporan tepat waktu 

Misi 2: Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah yang transparan, 

akuntabel, efektif dan efisien, dijalankan dengan tujuan sebagai berikut: 

> Tujuan: Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan 

efisien. 

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan sasaran dan 

/nd/Tcafor Sasaran sebagai berikut: 

> Sasaran 1.: Meningkatnya Pengelolaan Keungan Daerah yang Transparan 

dan Akuntabel 

> Indikator Sasaran: 

- Penetapan Ranperda tentang APBD Pokok dan Perubahannya 

menjadi Perda yang tepat waktu 

- Penerbitan SP2D tepat Waktu 

- Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah 

> Sasaran 2.: Meningkatnya Kuaiitas Pengelolaan Asset Daerah 

> Indikator Sasaran: 

- Persentase tingkat kesuaian data aset SKPD dengan aset laporan 

Keuangan Daerah 

- Persentase Kendaraan Dinas yang memiliki BPKB 

- Persentase Asset Daerah Yang dimanfaatkan 
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Pernyataan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Gowa berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur 

kinerja adalah sebagai berikut: 
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TabelAA (terlampir) 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
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4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

> Strategi dan Kebijakan 

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam 

kebljakan-kebljakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, sedangkan Kebijakan pada 

dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang 

berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan 

ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan 

keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, instansi pemerintah. 

Adapun strategi dan kebijakan yang akan dilakukan dalam periode 2016-2021 

adalah sebagai berikut: 

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya Akuntabiiitas Kinerja dan Keuangan 

Bac/an" diterapkan: 

> Strategi : Meningkatkan implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja dan 

Keuangan BPKD 

> Kebijakan : Peningkatan Implementasi SAKIP dan penllalan kinerja 

pegawai 

Untuk mencapai Sasaran "Meningkatnya pengeioiaan keuangan daerah yang 

transparan dan akuntahef dWerapkan : 

> Strategi: Peningkatan percepatan pembahasan APBD yang 

sesuai dengan jadwal 

> Kebijakan: Koordlnasi dan komunikasi antara Eksekutif 

dengan Leglslatlf dalam rangka ketepatan waktu penetapan 

Perda tentang APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
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> Strategi : Peningkatan percepatan pembahasan Laporan 

Pertanggungjawaban APBD sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

> Kebijakan : Menjalin komunikasi antara Eksekutif dengan 

Leglslatlf dalam rangka ketepatan waktu penetapan Perda 

tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

> Strategi : Melakukan rekonsiliasi dan monitoring evaluasi secara 

berkaia kepada seluruh SKPD. 

> Kebijakan : Impelmentasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

> Strategi : Peningkatan sistem pengendalian internal terhadap 

pengeloaan keuangan dan aset daerah 

> Kebijakan : Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) 

Untuk mencapai Sasaran " Meningkatnya Kuaiitas Pengeioiaan Asset Daerah" 

diterapkan: 

> Strategi: 

• Penyedlaan Sistem Informasi Barang Milik 

Daerah (SIMDA BMD) dalam pengelolaan asset 

daerah. 

• Peningkatan pengelolaan asset dengan melakukan 

rekonsiliasi setiap triwulan dengan seluruh SKPD 

• Inventarisasi dan Pencatatan aset daerah 

> Kebijakan: 

• Penyusunan laporan keuangan dan asset daerah 

sesuai Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) yang 

berbasis akrual. 
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• Peningkatan kuaiitas laporan asset daerah 

• Meningkatkan pemanfaatan aset daerah 
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B A B V 

R E N C A N A P R O G R A M DAN K E G I A T A N , INDIKATOR K I N E R J A , 

K E L O M P O K S A S A R A N , DAN PENDANAAN INDIKATIF 

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan 

serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan 

oleh instansi pemerintah. Dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan pembangunan 

daerah Kabupaten Gowa maka ditetapkan Rencana Program yang merupakan 

bagian dari instrumen kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dengan memperhatikan tugas 

pokok dan fungsinya. 

Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Gowa yang akan dilaksanakan untuk Periode Tahun 2016-2021 adalah sebagai 

berikut: 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

6. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Program dan Kegiatan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Gowa Tahun 2016-2021 tertuang selengkapnya pada tabel dibawah in i : 
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Tabel 5.1 (terlampir) 

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran, dan pendanaan indlkatlf pada 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa 
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B A B VI 

INDIKATOR K I N E R J A BADAN P E N G E L O L A A N K E U A N G A N D A E R A H 

Y A N G M E N G A C U PADA T U J U A N DAN S A S A R A N R P J M D 

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Gowa sangat erat kaitannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten 

Gowa Tahun 2016-2021, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan 

dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja BPKAD 

Kabupaten Gowa sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam 

RPJMD. 

Penetapan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Gowa bertujuan untuk menjaga konsistensi antara Visi,misi, tujuan dan 

sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur 

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD 

Tahun 2016-2021. 

Adapun indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan 

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 
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B A B V I I 

P E N U T U P 

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Gowa tahun 2016-2021 disusun sebagai dokumen perencanaan yang 

berdimensi 5 tahunan dalam rangka mengoperasionalkan RPJMD Kabupaten 

Gowa yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi Badan Pengeioiaan Keuangan 

Daerah. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi pedoman 

penyusunan RENJA dan RKA/DPA dibawah kepemlmpinan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah terpilih yang dapat menjaga keslnambungan pembangunan 

dan mengisi kekosongan RENJA SKPD setelah RENSTRA periode sebelumnya 

berakhir. 

Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2016 adalah masa 

transisi yang merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terplsah dari 

RENSTRA Badan Pengelola Keuangan Daerah pada priode sebelumnya guna 

mendukung dan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

dengan efektif dan efisien. Sehingga program/kegiatan yang disusun Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah sudah memadai dan mendukung untuk 

mencapai sasaran hasil yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gowa. 

Keberhasilan pelaksanaan Rensta ini sangat ditentukan oleh kesiapan 

kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta 

komitmen semua pimpinan dan staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Gowa. 
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Semoga dengan tersusunnya Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Gowa sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 

8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, inl dapat dijadikan pedoman 

dalam pencapaian target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada 

tahun mendatang. 
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TABEL 
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (2011 S/D 2015) 

KABUPATEN GOWA 

No Uraian 
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Raslo antara Realisasi dan Anggaran 
Tahun ke-

Rata -rata Pertumbuhan 
No Uraian 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (^) (5) (6) (2) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

ToUl Belanja SKPD 43.510.988.527,00 43.718.852958,00 35.878.535.572,00 65.883.035.536,00 181.177.799.032,37 38.108.966.361,00 28.306.961.355,00 26.888.501.983,00 35.136.819.546.00 176.053.017.710,06 0,83 0,65 0.75 0,53 0,97 171475.601.326,97 168.831.224.437,86 

1 Belanja Langsung 7.602.591.641,00 7.427.348.673,00 7.632.808.823,00 7.946.217.617,00 7.275.450.821,85 6.464.545.635,00 6.067.441.992,00 6.148.300.458,00 5.858.074.426,00 5.837.194.503,00 0.85 0,82 0,81 0,74 0,80 5.754.932.493,65 4.544.285.376,00 

2 Belanja Tidak Langsung 35.908.396.886,00 36.291,504.285,00 28.245.726.749,00 57.936.817.919,00 173.902.348.210,52 29.644.420.726,00 22.239.519.363.00 20.740.201.525,00 29.278.745.120,00 170.215.823.207,06 0,83 0,61 0,73 0,51 0,98 166.720.668.833,32 164.286.939.061,86 

ToUl Belanja SKPD 7.602591.641,00 7.427.348.673,00 7.632808.823,00 7.946217.617,00 7.275.450.821,85 6.464.545.635,00 6.067.441.992,00 6.148.300.458,00 5.858.074.426,00 5.837.194.503,00 0,85 0,82 0,81 0.74 0,80 5.754.931493,65 4.544.285.376,00 

3 Belanja Pegawai 1.171.080.815,00 1.284.162.279,00 1.643.540.299,00 1.596.954.072,00 1.111.723.049,94 1.081.729.000,00 1.160.847.000,00 1.557.881.000,00 1.114.493.000,00 959.936.000,00 0,92 0,90 0,95 0,70 0,86 877.506.886,94 743.590.200,00 

4 Belanja Barang dan Jasa 6.094.662.826,00 4.859.571.644,00 5.291.075.594,00 5.413.791.787,00 5.611.887.771,67 5.057.387.326.00 3.766.886.742,00 3.945.093.758,00 3.870.068.426,00 4.332.559.503,00 0,83 0,78 0,75 0,71 0,77 4.391955.206,47 3.321.081037.80 

5 Belanja Modal 336.848.000,00 1.283.614.750,00 698.192.930,00 935.471.758,00 551.840.000,24 325.429.309,00 1.139.708.250,00 645.325.700,00 873.513.000,00 544.699.000,00 0,97 0,89 0,92 0,93 0,99 484.470.400,24 479.613.138,20 
6 Belanja Lainnya 

TOTAL 43.510.988.527,00 43.718.852958,00 35.878.535.572,00 65.883.035.536,00 181.177.799.032,37 36.108.966.361,00 28.306.961.355,00 26.888.501.983,00 35.136.819.546,00 176.053.017.710,06 0,83 0.65 0,75 0,53 0,97 171475.601.326,97 168.831.224.437,86 
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TABEL 
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (2011 S/D 2015) 

KABUPATEN GOWA 

No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK 
Target 

Indikator 
lainnya 

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Raslo Capaian pada Tahun ke-
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK 

Target 
Indikator 
lainnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) {17) (18) (19) (20) 

1 Pengkajian Potensi PAD 25 35 45 55 65 31 61 72 111 163 1,24 1,74 1,60 2,02 2,51 

2 Intensifikasi dan ekstensifikasi Pengelolaan PAD 25 35 45 55 65 31 61 72 111 163 1,24 1,74 1,60 2,02 2,51 

3 Sistem Pengeioiaan Keuangan dan Aset Daerah WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

4 
Menurunnya Jumlah Temuan Hasil Pemeriksanaan Oleh Lembaga Fungslonal 
Pemerlksa. 60 70 80 90 100 110 114 100 100 100 1,83 1.63 1,25 1,11 1,00 

5 
Penataan Administrasi Keuangan pada Setiap SKPD. 60 70 80 90 100 110 114 100 100 100 1,83 1,63 1,25 1,11 1,00 
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T A B E L 

T U J U A N D A N S A S A R A N J A N G K A M E N E N G A H P E L A Y A N A N B A D A N P E N G E L O L A A N K E U A N G A N D A E R A H 

K A B U P A T E N G O W A 

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Tahun ke-1 
(2017) 

Tahun ke-2 
(2018) 

Tahun ke-3 
(2019) 

Tahun ke-4 
(2020) 

Tahun ke-5 
(2021) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Badan Meningkatnya Akuntabiiitas Kinerja dan 
Keuangan Badan 

Nilai SAKIP BPKD B B B BB BB 

1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Badan Meningkatnya Akuntabiiitas Kinerja dan 
Keuangan Badan 

Persentase PNS memperoleh nilai SKP 
baik 100% 100% 100% 100% 100% 

1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Badan Meningkatnya Akuntabiiitas Kinerja dan 
Keuangan Badan 

Persentase Serapan Anggaran BPKD 100% 100% 100% 100% 100% 

1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Badan Meningkatnya Akuntabiiitas Kinerja dan 
Keuangan Badan 

Persentase Pelaporan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 

2 
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif 
dan efisien 

Meningkatnya Pengelolaan Keungan 
Daerah yang Transparan dan Akuntabel 

Penetapan Kanperda tentang apbij 
Pokok dan Perubahannya menjadi Perda 
yang tepat waktu 
(APBD Pokok Paling Lambat 31 
Desember thn sebelumnya) & (APBD-P 
paling lambat 30 September) 

Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu 

2 
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif 
dan efisien 

Meningkatnya Pengelolaan Keungan 
Daerah yang Transparan dan Akuntabel 

ODini BPK terhadao Penaelolaan 
^X U l l fe^ t 1 * aV I I f W W V • V I i V V i Wl W 1 1 

Keuangan Daerah 
WTP WTP WTP WTP WTP 

2 
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif 
dan efisien 

Meningkatnya Pengelolaan Keungan 
Daerah yang Transparan dan Akuntabel 

Penerbitan SP2D tepat waktu (2 hari 
kerja sejak diterimanya pengajuan SPM) Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu 2 

Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif 
dan efisien 

Meningkatnya Kuaiitas Pengelolaan Asset 
Daerah 

Persentase tingkat kesuaian data aset 
SKPD dengan aset laporan Keuangan 
Daerah 

100% 100% 100% 100% 100% 

2 
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif 
dan efisien 

Meningkatnya Kuaiitas Pengelolaan Asset 
Daerah 

Persentase Kendaraan Dinas yang 
memiliki BPKB 75% 76% 77% 78% 100% 

2 
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif 
dan efisien 

Meningkatnya Kuaiitas Pengelolaan Asset 
Daerah 

Persentase Asset Daerah Yang 
dimanfaatkan 95% 96% 97% 98% 100% 



TABEL 
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN 

INDIKATIF 8A0AN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
KABUPATEN GOWA 

No Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Program dan Kegiatan 
tndikator Kineija Program 
(outcome) dar Kegiatan 

(Output 

Target Kineija Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja SKPD 
Penanggung 
Jawab 

No Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Program dan Kegiatan 
tndikator Kineija Program 
(outcome) dar Kegiatan 

(Output 

Data Capaian pada 
Tahun Awal 

Perencanaan 

Tdiun-1 (2016) Tahun-2(2017) TahuTv3(2018) Tahun* (2019) Tahun-5(2020j Kondisi kinerja pada akhir periode 
Renstra (2021) 

Unit Kerja SKPD 
Penanggung 
Jawab 

No Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Program dan Kegiatan 
tndikator Kineija Program 
(outcome) dar Kegiatan 

(Output 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

Unit Kerja SKPD 
Penanggung 
Jawab 

0) (3) m (6) m (8J (9J m ( " J (12) ( « ) ((4) m (18) (70) (21) (22) 

• 

deningkatkan 
NtuntabiStas 
(inajadan 
(euangan Badan 

Maningkatnya 
UcuntabiHtasKlnaqa 
Jan Keuangan Badan 

Persentase 
temuan BPK 
JanAPIP 

Pelayanan Administrasi 
Periumtoran ^ 

Persentaae unit kerja 
ntemalyangterlayani 
danganbalk 

98O.II20.SM,0O 100% 1.174.015*00,00 100% 1.070*19.889,00 100% 1*13*29*89,00 100% 1*51*28.136*3 100% 1*87*11*39,63 100% 1*24*01.62*12 

• 

deningkatkan 
NtuntabiStas 
(inajadan 
(euangan Badan 

Maningkatnya 
UcuntabiHtasKlnaqa 
Jan Keuangan Badan 

yang 
dHindaklairjuli Penyedlaan Jasa Surat 

Menyurat 
Jumlah surat yang 43.590.000,00 4.500 surat 49.000.000,00 4.500 surat 49.000.000,00 4.50O surat 49.000.000,00 4.500 surat 50.225.000,00 4.500 swat 51.480.625,00 4.500 sural 52767.640.63 Sekratariat 

• 

deningkatkan 
NtuntabiStas 
(inajadan 
(euangan Badan 

Maningkatnya 
UcuntabiHtasKlnaqa 
Jan Keuangan Badan 

2 
^enyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Usirik 

Jumlah komponen 
siinganteiepcnyang 
dibutuhkan 

47.010.000,00 4imit 30.000.000,00 4 unit 30.000.000,00 4 unit 30.000.000,00 4unit 30.750.000,00 4unit 31.518.750,00 4unit 32.308.718,75 Sekretarlat 

• 

deningkatkan 
NtuntabiStas 
(inajadan 
(euangan Badan 

Maningkatnya 
UcuntabiHtasKlnaqa 
Jan Keuangan Badan 

/ 

/' 

Serapan 
Anggaran 
BPKD 

Persentase 
PNS 
mempeioteli 

3 
Penyedlaan Jasa Administrasi 
Keuangm 

Jumlah tenaga administrasi 
keuangan yang dibutuhkan 

85.980.500,00 23 orang 118.900.500,00 24 orang 263.080.000.00 24 orang 283.770.000,00 24 orang 290.864.250,00 24 orang 293.135.856,25 24 orang 305.589.25266 Sekretarlat 

• 

deningkatkan 
NtuntabiStas 
(inajadan 
(euangan Badan 

Maningkatnya 
UcuntabiHtasKlnaqa 
Jan Keuangan Badan 

/ 

/' 

Serapan 
Anggaran 
BPKD 

Persentase 
PNS 
mempeioteli 

4 
Penyedlaan Jasa Peitrar'kan 
Peralatan Kerja. 

Jumlah peralatan kerja yang 
terpeihara dengan baik 

59.750.000,00 45bu8h 62.850.000,00 70buah 52500.000,00 70buah 96.500.000,00 TObuah 96*12500,00 TObuah 101.385.312,50 70 b u ^ 103.919.945.31 Sekretarlat 

• 

deningkatkan 
NtuntabiStas 
(inajadan 
(euangan Badan 

Maningkatnya 
UcuntabiHtasKlnaqa 
Jan Keuangan Badan 

/ 

/' 

Serapan 
Anggaran 
BPKD 

Persentase 
PNS 
mempeioteli 

5 
Penyedlaan Komponen Instalasi 
JstriklPenerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah komponen 
instalasi Esliiklpenerangan & 
jaringan komputer yang 
dibutuhkan 

17.875.000,00 3 jenis 6.700.000,00 3jenis 7.000.000,00 3 jenis 7.750.000,00 3 jenis 7.943,750.00 3 jenis 8.142343,75 3)enis 8.345.902.34 Sekratariat 

• 

deningkatkan 
NtuntabiStas 
(inajadan 
(euangan Badan 

Maningkatnya 
UcuntabiHtasKlnaqa 
Jan Keuangan Badan 

/ 

/' 

Serapan 
Anggaran 
BPKD 

Persentase 
PNS 
mempeioteli 

6 
Penyediaan Bahan Baoaan & 
Peraturan PerundangHjndangan 

Jumlah bahan baoaan dan 
ircapaniklanyang 
dibutuhkan 

9.540.000,00 Tjenis 9.540.000,00 7Jeni3 9.540.000,00 Tjenis 25.540.000,00 7jeni3 26.178.500,00 7jenis 26.832962,50 7 Jenis 27.503.786,56 Sekretariat 

• 

deningkatkan 
NtuntabiStas 
(inajadan 
(euangan Badan 

Maningkatnya 
UcuntabiHtasKlnaqa 
Jan Keuangan Badan 

/ 

/' 

Serapan 
Anggaran 
BPKD 

Persentase 
PNS 
mempeioteli 

7 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah peralatan dar 
peitengkapan gedung kantor 
yang dibutJrkan 

- - - - , 11 jenis, 1 
Kegiatan 

34.570.000,00 
11 jenis. 1 
Kegiatan 

35.434.250,00 11 jenis. 1 
Kegiatan 

36.320.106,25 11 jenis. 1 37.228.108,91 Sekretarlat 

• 

deningkatkan 
NtuntabiStas 
(inajadan 
(euangan Badan 

Maningkatnya 
UcuntabiHtasKlnaqa 
Jan Keuangan Badan 

/ 

/' 

Serapan 
Anggaran 
BPKD 

Persentase 
PNS 
mempeioteli 

8 
Rapat-rapat KoordinasI dan 
Konsultasi Dalam dan Luar 
Daerah 

Jumlah pegawai yang 
mengikua lapat koontnasi 
dan konsultasi keluar 
daerah 

asA 775 rmn nn 395 kai 443.775.000,00 350 kal 437.074.889,00 350 kai 524.674.889,00 350 kal 537.791.761,23 350 kai 551.236.555,26 350 kal 565.017.469.14 oerueranai 

• 

deningkatkan 
NtuntabiStas 
(inajadan 
(euangan Badan 

Maningkatnya 
UcuntabiHtasKlnaqa 
Jan Keuangan Badan 

/ 

/' 

Serapan 
Anggaran 
BPKD 

Persentase 
PNS 
mempeioteli 

9 
rojayanan Mannnissas) 
Ketatausahaan 

Jumlah pengadaan barang 
catakan.dokumenyang 
digandakan * makanan 
minuman rapat dan tamu 
yang dibutuhkan 

269.500.000,00 

penggandaan 
barang cetakan 9 

jenis,penggandaan 
dokuemn 50 jenis, 

rapat Smakan 
minumtamuOOkei 

453.250.000,00 

penggandaan 
barang cetakan 4 

jenis,penggandaan 
dokuemn 50 jenis, 

rapat Smakan 
minumtamu30kai 

222625.000,00 

penggandaan 
barang cetakan 4 

jeni3,penggandaan 
dokuemn 50 jenis, 

rapat Smakan 
mInumtamuSO 

kal 

364.125.000,00 

penggandaan 
barang cetakan 4 

jenlsponggandaan 
dokuensr 50 jenis, 

rapat Amakan 
minumtamuOOkaf 

373.228.125,00 

penggandaan 
barang cetakan 4 

jenis,penggandaan 
dokuemn 50 jenis, 

rapat &makan 
minumtamu30 

kal 

382558.828,13 

penggandaan 
barang cetakan 4 

)enis.penggandaan 
dokuemn 50 jenis, 

lapatSmakan 
minumtamu30 

Kan 

392122798,83 Sekretariat 

• 

deningkatkan 
NtuntabiStas 
(inajadan 
(euangan Badan 

Maningkatnya 
UcuntabiHtasKlnaqa 
Jan Keuangan Badan 

/ 

/' 

Serapan 
Anggaran 
BPKD 

Persentase 
PNS 
mempeioteli 

n 
Peningkatan Sarana* 
Prasarana Aparatur 

prasarana aparatur 
dengan kondisi baik 

358.734.059,00 100% 519.681*59,00 100% 289*00.000,00 100% 374.000*00,00 100% 416*50.000,00 100% 426.758.750,00 100% 437*27.718,75 

• 

deningkatkan 
NtuntabiStas 
(inajadan 
(euangan Badan 

Maningkatnya 
UcuntabiHtasKlnaqa 
Jan Keuangan Badan 

/ 

/' 

Serapan 
Anggaran 
BPKD 

Persentase 
PNS 
mempeioteli 

1 
Pengadaan Kendaraan 
Dinas/Operasronal Jumlah kendaraan dinas yang 

dibutuhkan 

20.000.000 3unit 102000.000,00 lunit 25.000.000.00 2imrt 25.000.000.00 2unit 25.625.000,00 limit 26.265.625,00 Sekretariat 

• 

deningkatkan 
NtuntabiStas 
(inajadan 
(euangan Badan 

Maningkatnya 
UcuntabiHtasKlnaqa 
Jan Keuangan Badan 

nilai SKP 
baik 2 

Pengadaan Peralatan Gedung 
Kantor. 

Jumlah peralatan 
kantor yang 
dlpeShara dengan baik 

116.750.000 16imlt 133.850.000,00 13 unit 122000.000,00 13 unit 193.000.000,00 13 unit 197.825.000,00 13 writ 202770.625,00 13 unit 207.839.890,63 Sekretariat 

• 

deningkatkan 
NtuntabiStas 
(inajadan 
(euangan Badan 

Maningkatnya 
UcuntabiHtasKlnaqa 
Jan Keuangan Badan 

nilai SKP 
baik 

3 
Pengadaan Perlengkapan 
Gedung Kantor 

JumM Pengadaan 
Perlengkapan Gedung Kantor 

12 unit/set 47.000.000,00 12rmit(set 48.175.000,00 12unrtlsot 49.370.375,00 12 unit/set 50.613.859,36 Sekratariat 

• 

deningkatkan 
NtuntabiStas 
(inajadan 
(euangan Badan 

Maningkatnya 
UcuntabiHtasKlnaqa 
Jan Keuangan Badan 

nilai SKP 
baik 

4 
PemeSharaan Rutln/Berkala 
Gedung Kantor. 

Jumlah peralatan gedung 
kantor yang dipefhara 
danganbalk 

8.350.000 lljenia 83.500.000.00 lOjenis 8.500.000,00 12jenis 8.000.000,00 Ujenis 8.200.000,00 12 jenis 8.405.000,00 Sekretoiat 



ft 

No Tujuan Sasaran 
Indikalor 
Sasaran 

Program dan Kegiatan 
indikatw Kinerja Program 
(outiame) dan Kegiatan 

(Output) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja SKPD 
Penanggung 
Jawab 

No Tujuan Sasaran 
Indikalor 
Sasaran 

Program dan Kegiatan 
indikatw Kinerja Program 
(outiame) dan Kegiatan 

(Output) 

Jala Capaian pada 
Tahun Awal 

Perencanaan 

Tahun-1(2016) Tohun-2(2017) Tohui>*(2018) Tahun-4(2019) Tahuiv5(2020) Kondisi kinerja pada akhir periode 
Renstra (2021) 

Unit Kerja SKPD 
Penanggung 
Jawab 

No Tujuan Sasaran 
Indikalor 
Sasaran 

Program dan Kegiatan 
indikatw Kinerja Program 
(outiame) dan Kegiatan 

(Output) 

Taiget Rp Taget Rp Target Rp Taget Rp Target Rp Target Rp 

Unit Kerja SKPD 
Penanggung 
Jawab 

m m m m o (8) (9) m (11) fJ2j (13) (14) (15) (16) (17) (18) (20) (21) (22) 

>emeliharaan Rutin/Berfcala 
'mHafaan ninaQ/TViARKinnitl .QnucBawi L/inssfkjpoiciamiMiu 

Jumlah kendaraan 
Jinas/operasional yang 
Jipefhara dengan baik 

179.950.000 43 unit 167.750.000,00 51 unit 134.000.000,00 52 unit 134.000.000,00 137.350.000,00 51 unit 140.783.750,00 51 unit 144.303.343.75 Sekretariat 

Pemelliaraan Rutin / Berkaia 
'eratetan Gedung Kantor 

PemeSharaan Peralatan kantor 33.684.059 4unit 32581.559,00 _ _ Sekretariat 

Peraentase 
Pelaporan 
tepat waktu 

m 
F'eningKaian uistptin 
(^aratur 

'eraentase aparatur 
tang disiplin 

AS AAA AAA 
88.000.000 100% 122000.000,00 100% 73*00*00,00 100% 111700*00,00 100% 106*92*00,00 100% 108*49*1250 100% 111*73*57,81 

Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Perlengkapannya 

Jumlah Kebutuhan Pakaian 
Pegawai (PDHiPSRJ 

53.000.000 lOTpasang Bf% AAA AAA AA 
62000.000,00 TOpasang AA AAA AAA AA 

38.600.000,00 70pasaig AA AAA AAA AA 
39.565.000,00 70pasang 40.554.125,00 TOpasang 41.587.97113 Sekretariat 

2 
'engadaan Pakaian Khusus 
HaivHail Tertentu 

Jumlah pakaian olahraga & 
Batik Daerah 
yang dibutuhkan 

35.000.000 107pasang 60.000.000,00 TOpasang 73.500.000,00 
62pasang*124 

U n t a r 
65.100.000,00 TOpasang 68.727.500,00 TOpasang 68.395.687,50 TOpasang 70.105.579.69 Sekretariat 

3 
^enyusunan Dokumen 
Pedoman Penataan dan 
Pemetaan Aparatur 

Jumlah dokumen anaf sis 
tebatan, anaSsis beban kerja & 
evaluasi Jalratanysig 
diseiesakan 

- - - - - 1 Dokumen 15.000.000,00 - - - - - - Sekretariat 

W 
Peningkatan Kapaeltas 
Sumber Daya Aparatur 

letaiah mengikutl 
peningkatan kapasitas 
sumbsf dsva aoaratur 

448.000.000,00 100% 388*80.000,00 100% 105*00.000,00 100% 106*10*00,00 100% 108*63*47*5 100% 111*87.185,93 100% 114*76*6158 

1 
Pendidikan dan PelatJian 
Formal 

Jumlah peserta peladhan 
dan bimblngan teknis 
yang dikirim 

446.000.000 90 orang 383.480.000,00 10 orang 105.000.000,00 60 orang 106.210.290,00 ISoiang 108.865.547,25 ISorang 111.587.185,93 15orang 114.371865.58 Sekretariat 

NiUSakip 

V Pebfioian Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

dokumen perencanaan, 
laporan kinerja dan 
laporan keuangan yang 
tepat waktu 

54*87*00,00 100% 54*67*00,00 100% 117.706*00,00 100% 80.023*00,00 100% 82023*75,00 100% 84*71164,38 100% 8117191148 

NiUSakip 
1 

Penyusunan Uqxran Capaian 
Kinerja dan ikhdsar ReaEsasI 
Kineija SKPD (LAKIP) 

Jumlah dokumen laporan 
capaian kinerja dan 
IkhtisarieaEsasI kineija 
SKPD yang diseiesaikan 

4.130.000 3 Dokumen 4.130.000,00 3 Dokumen 67.369.000,00 3Dokumen 17.682.000,00 3 Dokumen 18,021.550,00 3 Dokumen 18.472088,75 3 Dokumen 18.933.890,97 Sekretariat 
NiUSakip 

2 
Penyusunan laporan Keuangan 
Akhir Titan 

Jumlah dokumen laporan 
keuangan akhir tahun 
yang diseiesaikan 

44.517.000 1 Dokumen 44.517.000,00 1 Dokumen 44.517.000,00 1 Dokumen 43.992.000,00 1 Dokumen 45.091.800,00 1 Dokumen •46*19.095.00 1 Dokumen 47.374.57238 Sekretariat 

NiUSakip 

3 
Penyusunan Dokumen 
Pereruanaandan 
Penganggaran 

Jundah dokumen laporan 
perencanaan dan 
penganggaran 
yang diseiesaikan 

5.820.500 3 Dokumen 5.820.500,00 3 Dokumen 5.820.500,00 3 Dokumen 18.449.000,00 3 Dokumen 18.910.225,00 3 Dokumen 19.382980,63 3 Dokumen 19.867.555,14 Sekretariat 

Msn'mgkalnya 
pengelolaan 
keuangan daeiah 
yang transparan dan 
akuntdbel 

Penetapan 
Ranpeida 
tentang 
APBD pokok 
dan 
Pemlialiann) 
a menjadi 
PERDA 
yang tepat 

VI 
Peningkatan & 

Keuangan DaerA 

Persentase tingkat 

keuangan dan asset daerah 
2*90.037*49,85 100% 2*46*48*98,18 100% 2.646*15*60,97 100% 2332*79.070,97 100% 2331*01.047,74 100% 2*50.981*7294 100% 2*12*55.60179 

Msn'mgkalnya 
pengelolaan 
keuangan daeiah 
yang transparan dan 
akuntdbel 

Penetapan 
Ranpeida 
tentang 
APBD pokok 
dan 
Pemlialiann) 
a menjadi 
PERDA 
yang tepat 

1 
Penyusunan Ranrangan 
Peraturan Daerah Tentang 
APBD 

Jumlah dokuemn APBD SKPD 
yang diseiesaikan 

361*74.173,73 42 Dokumen 334.952174,06 42 Dokumen 236.623.100,14 351 Dokumen 215.645.500,00 351 Dokumen 221.036.637,50 351 Dokumen 226.562553,44 351 Dokumen 232226.617,27 Bid. Anggaran 



( 
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

MO Tujuan Sasaran 
Indilcator 
Sasaran 

hdikator Kinaja Program 
(outcome) dan Kegiatan 

(Output 

Data Capaian pada 
Tahun Awal 
Perencanaan 

Tahun-1(2016) Tahun-2(2017) Tahun* (2018) Tahun* (2019) Tahun* (2020) Kondisi kinerja pada akhir perioda 
Renslra(2021) 

Unit Kerja SKPD 
PnnarwvMirvi rmioiiyLjiiiig 

Jaw^ 

Target Rp Target Rp Targ« Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

m (3) m m O (8) w (10) (f) (12) (13) (14) (IS) (16) (17) (18) (20) 121) (22) 
Jumlah BukuStandarisasi 
Haiga Satuan Barang 1 Jasa 
untuk 2 semester 

2 buku 2 buku 2 buku 2 buku 2 buku 2 buku 

Jumlah Buku Slandarisasi 
sarana & prasarana kerja 

Ibuku 

17 AnaSsa Perencanaan 
Kebutuhan Barang 

Jumlah Papan bicara dalam 
rangka pengamanan asset 
tanah • 146.264.000,00 too unit 261.370.000,00 too unit 

222.310.000,00 
lOOunB 

227.867.750,00 too unit 
233.564.443,75 lOOunB 239.403.554,84 BidAset 

Jumlah Dokumen dattar 
rencana kebutuhan barang unB 
(DRKBU) A dokumen dattar 
renoana ketrutuhan 
pemellharaan barang unit 
PRKPBU) 

2 buku 2 buku 2 buku 2 buku 2 buku 2 buku 

Jumlah Ixiporan aset 
pemerintah kabupaten Gowa 
per triwulan semester, dan 
tatrunan Berbasis Laporan dan 
ApSkasiSimdaBMO 

SLaporan SLaporan SLaporan SLaporan SLaporan SLaporan 

Jumlah Ixfnran Inventarisasi 
tanah dan bangunan serta aset 
bermasalah yang dikuasai 
pihak lain 

8 OPD 8 OPD 8 OPD 8 OPD 8 OPD 8 OPD 

<-

13 
Peningkatan Manryenien Asset 
/Barang Daerah 

Jumlah Laporan Rekonsiliasi 
Barang Mlik Daerah untuk 
Uasing*riasrng Organisasi 
Persngkat Daerah 

290.069.950,00 

4 Triwulan 

343*13.498,00 

4 Triwulan 

196.681.000,00 

4 Triwulan 

316.074.000,00 

4 Triwulan 

323.975.850.00 

4Triwulan 
33*075.246*5 

4 Triwulan 

340.377.127,41 Bid. Aset 

Jumlah Laporan Penilaian 
Barang MEk Daerah Barupa 
Tanah Jalan maupun 
Bangunan Yang Bekim dinilai 

ILaporan 1 Laporan 1 Laporan ILaporan ILaporan ILaporan 

Jumlah Sistem dan Prosedur 
Kebijakan berkenaan dengan 
anatsaasat 

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 

19 
Revahiasi Asset/Barang 

Daerah 

jumian penggandaan f t r s u A 
SPERBUPpengelobanBMD 54 SKPD 194.489.700,00 54 SKPD 143.419.816,00 54 SKPD 150.386.900,00 54 SKPD 154.146.572,60 54 SKPD 158.000.236,81 54 SKPD 161.950.24*73 Bid. Aset 

Revahiasi Asset/Barang 
Daerah 

Jumlah MonKoring pelaporan 
BMD 

TOTAL 4.326*59*01,95 4.705*90.657,19 4.3027«*49,97 4*27.742*49,07 4*56.060.806*2 4.669*62*26,37 4.786.711*84,53 



TABEL 
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN 

INDIKATIF BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
KABUPATEN G O W A 

7arget Kinaja Program dan Kerangka Pendanaan 

No Tl lit tan 
iij|uan 

Indikater 
Sasaran 

Program dan Kegiatan 
Indikator Kinaja Program 
(outcome) dan Kegiatan 

(Output) 

Data Capaian pada 
T^unAwat 

Perencanaan 
Tahun-1(2016) 7*un-2(2017) TahuTv3(2018) Tahun* (2019) Tahun-5(2020) Kondisi kinaja pada akhir periode 

Renstra (2021) 

Unit Kerja SKPD 

Jawab 

7arget Rp Target Rp Taigot Rp Target Rp Target Rp Taiget Rp 

0) (2) 0) m (T) m m (10) (11) (12) (13) (U) (15) (16) (17) (18) (20) (21) (22) 

Ueningkalkan 
kkunlaliiEtas 
Kinaja dan 

Meningkatnya 
Akuntabilitas Kineija 
dan Keuangan Badan 

Peraentase 
temuan BPK 
danAPIP 

^eiayanan AdminlstrasJ 
Serkantoian ^ 

Peraentase unit kerja 
ntamaiyangtertayail 

dengan btek 
980.020.300,00 100% 1.174.015.500,00 100% 1.070*19.889,00 100% 1*15.929.889,00 100% 1*51*28.138*3 100% 1*87.611*30,63 100% 1.524*01.623,12 

(euangan Badan yang 
dillndaklaryuli 1 

Penyediaan Jasa Sural 
Merr^uial 

Jumlah surat yang 
taraelesaikan 

43.590.000,00 4.500 sural 49.000.000,00 4.500 surat 49.000.000,00 4.500 sural 49.000.000,00 4.500 surat 50.225.000,00 4.500 surat 51.480.625,00 4.500 sural 5*767.640,63 Sekretoiat 

2 
Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Usirik 

Jumlah komponen 
aringan telepon yang 
dibutuhkan 

47.010.000,00 4 unit 30.000.000,00 4 unit 30.000.000,00 4 unit 30.000.000,00 4imlt 30.750.000,00 4 unit 31.518.750,00 4 unit 3*306.718,75 Sekretariat 

/ 

, / " 

3 
Penyediaan Jasa Admlnisirasi 
Keuangan 

Jumlah tenaga administcasi 
keuaigan yang ditiutuhkai 

85.980.500,00 23 orang 118.900.500,00 24 orang 261080.000,00 24 orang 283.770.000,00 24 orang 290.864.250,00 24 orang 298.135.856,25 24 orang 305.580.25*66 Sekretariat 

/ 

, / " 4 
penyediaan Jasa Perbaikan 
Peralatan Keija. 

Jumlah peralatan koja yang 
terpeihara dengan bak 

59.750.000,00 45 bush 62.850.000,00 70buah 52.500.000,00 TObutei 96.500.000,00 70buah 98.912.500,00 TObuah 101.385.312,50 70 b u * 103.919.945.31 Sekretariat 

5 
Penyedlaan Komponen Instalasi 
ListrikiPenerangai Bangunan 
Kantor 

litmlah •r/\fy9rvynAfk 

instalasi Gstrik^erangan & 
jaingm komputer yaig 
dibufajhkan 

17.875.000,00 Sjoas 6.700.000,00 3jenis 7.000.000,00 3 jenis 7.750.000,00 3)enls 7.943.750,00 3jenls 8.14*343,75 3 Jenis 8.345.90*34 Sekretariat 

6 
Penyediaan Bahan Bacaan i 
Peraturan Perundang-undangan 

Juml^ tiahan bacaan dan 
ucapanlklanyang 
dibutuhkan 

9.540.000,00 7jenis 9.540.000,00 Tjenis 9.540.000,00 Tjenis 25.540.000,00 Tjenis 26.178.500.00 Tjenis 26.83*962,50 7jeni3 27.503.786,56 Sekretariat 

Serapan 
Anggaran 
BPKD 

7 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

JumJah peralatan dan 
perlengkapan gedung kantor 
yang dibutuhkan 

- • - - 11 jenis. 1 
Kegiatan 34.570.000,00 

11jenis,1 
Kegiatan 

35.434.250.00 lljenis. 1 
Kegiatan 

35.320.106,25 lljenis, 1 
Kdgidtsn 

37*28.108,91 Sekretariat 

B 
Rapat-rapat KoordinasI dan 
Konsultasi Dalam dan Luar 
Daerah 

Jumlah pegawai yang 

dan konsultasi kekia 
daerah 

448.775.000,00 395 kai 441775.000,00 350kal 437.074.889,00 350 kaE 524.674.889,00 350 kaE 537.791.761,23 350 kaE 551.238.555,26 350 kaE 565.017.469,14 Sekretariat 

9 
Pelayanan Administrasi 
Ketatausahaan 

Jumlah pengadaan barang 
cetakan,dokumen yang 
digandakan & makanan 
nsnuman rapat dan tamu 
yang dibutuhkan 

269.500.000,00 

penggandaan 
barang cetakan 9 

jenis,penggandaan 
dokuemn 50 jenis, 

rapat imakan 
minumtamu30kal 

453.250.000,00 

penggandaan 
barang cetakan 4 

Jeni3,penggandaan 
dokuemn 50 Jenis, 

rapat imakan 
minumtamuOOkaE 

222.625.000,00 

penggandaan 
barang cetakan 4 

jeni5,penggandaan 
dokuemn 50 Joirs, 

rapat imakan 
minumtamu30 

kaS 

364.125.000,00 

penggandaan 
barang cetakan 4 

jaiis,penggandaan 
dokuemn 50 jenis, 

rapat imakan 
minumtamuSOkai 

373.228.125,00 

penggandaan 
barang cetakan 4 

}enis,penggandaan 
dokuemn 50 jenis, 

rapat imakan 
mlnumtamu30 

kaE 

38*551828,13 

barang cetakan 4 
jeni8,penggandaan 
dokuemn 50 Jenis, 

minumtamuSO 
kal 

39*12*798,83 Sekretariat 

n Peningkatan Sarana & 
Pnearani Aparatur 

Persentase sarana 
prasarana aparatur 
dengan kondisi biik 

358.734.059,00 100% 519.681*59,00 100% 289*00*00,00 100% 374.000.000.00 100% 418*50.000,00 100% 426.758.750,00 100% 437*27.718,75 

Persentase 
PNS 
memperoleh 

1 
Pengadaan Kendaraan 
Dinas/Operaslonal Jumlah kendaraan dinas yang 

dibutuhkan , ~ • 

20.000.000 3 unit 102.000.000,00 lunit 25.000.000,00 2unjt ' 25,000.000,00 2unit 25.625.000,00 lunit 26.265.625,00 Sekretariat 

nilai SKP 
baik 2 

Pengadaan Peralatan Gedung 
Kantor. 

Jumlah peralatan 
kantor yang 
dlpeEhara dengan bak 

116.750.000 16 unit 133.850.000,00 Tlunit 122.000.000,00 13 unit 193.000.000,00 13 unit 197.825.000.00 13 unit 20*770.625,00 13unit 207.839.890,63 Sekretariat 

3 
Pengadaan Pettengkapan 
Gedung Kantor 

Jumlah Pengadaan 
Periengkapan Gedung Kantor 

12uniVset 47.000.000,00 12 unit/set 48.175.000,00 12 unit/set 49.379.375.00 12 unit/set 50.611859.38 Sekretariat 

4 
Pemeiihaiaan RutiniBeikala 
Gedung Kantor. 

Jumlah peralatan gedung 
kantor yang dlpeEhara 
danganbalk 

8.350.000 lljenis 81500.000,00 lajenis 8.500.000,00 12ienis 8.000.000,00 12Jenis 8.200.000,00 12jaiis 8.405.000,00 Sekretariat 



No Tujuan Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

D i v w m m Han KMiiatan 
mograni atm isr^iaioii • 

Indikalor Kineija Program [ 
(outrxrme) dan Kegiatan 

(Output) 

lata Capaian pada 
Tahun Awal 

Perencarraan 

Tahun-1 (2016) Tohu »-2(2017) 

Target Kinerja Program dan 

Tahun-3(2018) 

Kerangka Pendanaan 

Tahun* (2019) Tahurh5(2020) Kondisi kinerja pada akhir periode 
Renstra (2021) 

Unit Kerja SKPD 

Jawab No Tujuan Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

D i v w m m Han KMiiatan 
mograni atm isr^iaioii • 

Indikalor Kineija Program [ 
(outrxrme) dan Kegiatan 

(Output) 

Taiget 

(9) 

Rp 

(JO) 

Target 

(11) 

Rp 

(12) 

Target 

(13) 

Rp 

(U) 

Target 

(13) 

Rp Target Rp Target Rp 

(1) P) . _ . (3) 

F 
F 
t 

5 

(6J 

PemeSharaal RutiniBeikala [ 
Kendaraan DinasiOperasional ^ 

en 
ILi 

umlah kendaraan 
nas/operasrouu yang 
ipeihara dengan baik 

P) 

179 950 000 
1 • s/p*# w - v w 

43 unit 167.760.000,00 51 unit 134.000.000,00 52 unit 134.000.000,00 

(16) 

137.350.000,00 

(17) 

51 unit 

(IS) 

140.783.750,00 

(20) 

51 unit 

(21) 

144.303.343,75 

r??i ivvy 

oesreranat 

(1) P) . _ . (3) 

F 
F 
t 

6 
Pemeiihaiaan Rutin/Berkaia ^ 
n I I I r^aHiinn irnntnr 
Peralatan taeoung nanior 

'emeBharaan Paralatan kantor 33.684.059 4unrt 32.581.559,00 - - - - Srfaetariat 

(1) P) . _ . (3) 

F 
F 
t 

eraentase 
>elapcran III 
spat waktu 

Peningkatan DIslpSn 
Aparatur 

'eraentau aparatur 
yang disiplin 

88.000.000 100% 122.000.000,00 100% 73*00.000,00 100% 118.700.000,00 100% 106*92*00,00 100% 108.949*1*50 100% 111*73.557,81 

(1) P) . _ . (3) 

F 
F 
t 

1 
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Kabubihan Pakaian 

Psoawa IPDH&PSR) 
53.000.000 lur pasang 67 000 000 00 36 600 000(111 

uU.UW.WU.W 
TOpasang 09.003. UUUyUU TOpasang un tt. .AE nn 

40.554.125,00 70 pasang 41.567.978,13 Sekretariat 

(1) P) . _ . (3) 

F 
F 
t 

2 
Pengadaan Pteiaan Khusus 
HaivHad Tertentu 

Jumlah pakaian olahraga i 
Batik Daerah 
yang dibutuhkan 

35.000.000 107pasang 60.000.000.00 TOpasang 73.500.000,00 62 pasang 8124 
Lembar 65.100.000,00 TOpasang 68.727*00,00 TOpasang 68.395.687,50 70 pasang 70.105.579,69 Seknefaiat 

(1) P) . _ . (3) 

F 
F 
t 

3 
Penyusunan Dokumen 
Pedoman Penataan dan 
Pemetaan Aparatur 

Jumlah dokumen anaEsis 
labatan, anaEsis beban keija S 
evaluasi jabatan yang 
diseiesaikan 

- - - - • 1 Dokumen 15.000.000,00 - • - - - • Sekretariat 

(1) P) . _ . (3) 

F 
F 
t 

r 
Peningkatan Kapaeltae 
Sumber Daya Aparatur 

Peraentasa tingkat 

tetelah mengikutl 
peningkatan kapasitas 
sumberdaya aparatur 

44«.IIO0.00O,W 100% 388*80.000,00 100% 105*00*00,00 100% 106*10*90,00 100% 108.865*47,25 100% 111.587.185,03 100% 114.376*65,58 

(1) P) . _ . (3) 

F 
F 
t 

Pendidikan dan PelaShan 
' Formal 

Jumlah peserta pelatrhan 
dan bimbingan teknis 
yang dikinm 

446.000.000 90 orang 388.480.000,00 lOorang 105.000.000,00 60 orang 106.210.290,00 15orang 108,865.547,25 15 orang 111.587.185,93 ISorang 114.376.865,58 Sekretariat 

(1) P) . _ . (3) 

F 
F 
t 

Prograrn Peningkatan dan 
Pengembangan Slelam 

' Peiaporan Capaian KlneiJa 
dan Keuangan 

Parsentass Jumlah 
dokumen perencanaan, 
laporan Uneija dan 
laporan kauangan yang 
tepatwaktu 

54*67.SI0,00 100% 54*67*00,00 100% 117.706*00,00 100% 80.023.000,00 100% 82.023*75,00 100% U074.1H38 100% 86.176.018,4< 

(1) P) . _ . (3) 

F 
F 
t 

Nilai Sakip 

Penyusunan laporan i^apaiar 
Kinerja dan Ikhtisar ReaEsasI 

1 Kinerja SKPD (LAKIP) ^ 

Jiimtah dokumen laooran 
capaian kinerja dan 
ikhbsarreaEsasi kinerja 
SKPD yang diseiesaikan 

4.130.000 3 Dokumen 4.130.000,00 3 Dokumen 67.369.000,00 3 Dokumen 17.582.000,00 3 Dokumen 18.021.550,00 3 Dokumen 18.47*088,75 3 Dokumen 18.933.890,97 Sekretariat 

(1) P) . _ . (3) 

F 
F 
t 

Penyusunan L^xxan Keuangar 
' AkhirTahun 

Jumlah dokumen lapocan 
keuangan akhir tahun 
yang diseiesaikan 

44.517.000 1 Dokumen 44.517.001,00 1 Dokumen 44,517.000,00 1 Dokumen 43.992.000,00 1 Dokumen 45.091.800.00 1 Dokumen •46.219.095,00 1 Dokumen 47.374.572,38 Sekretariat 

(1) P) . _ . (3) 

F 
F 
t 

Penyusunan Dokumen 
3 Perencanaan dan 

Penganggaran 

Jumteh dokumen laooran 
pull UOII UI^UIIIW • u^iuiMi 
peterrcanaan dan 
penganggaran 
yang diseiesaikan 

5.82O.5O0 3Dckumen 5.820.500,00 3 Dokumen 5.820.500,00 3 Dokumen 16.449.000,00 3 Dokumen 18.910.225,00 3 Dokumen 19.38*980,63 3 Dokumen 19.867.555,14 Sakietariat 

Meninskalnya 
pengelolaan 
keuangan daerah 
yang transparan da 
Auntabel 

Keuangan Daerah 

Peraentase tingkat 

keuangan dan asset dserah 
2.399.037*49,85 100% 2*46*40.098,18 100% 2.646*15*60,07 100% *332.879.070,97 100% 2*91*01.047,74 100% 2.450.981.073,94 100% 2*12*55.600,79 

Meninskalnya 
pengelolaan 
keuangan daerah 
yang transparan da 
Auntabel 

Penelapan 
Ranperda 
tentang 

1 APBD pokok 
dan 
Penibahanny 
a menjadi 
PERDA 
yang tepat 

Penyusunan Raicangan 
1 Peraturan Daerah Tentang 

APBD 

Jumlah dokuemn APBD SKP 
yang diseiesaikan 

' 361*74.173,73 42 Dokumen 334.95*174,06 42 Dokumen 236.623.100,14 351 Dokumen 215.645.500,00 351Dckumen 221.036.637,50 351 Dokumen 226.56*553,44 351 Dokumen 23*226.617*7 Bid. Anggaran 



Uft Tiituan TO lujmai Sasaran 
IniSkalor 
Sasaran 

Program dan Kegiatan 
Indikator Kineija Program 
(outcome) dan Kegiatan 

(Output) 

Target Kineija Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja SKPD 
Penanggung 
Jawab 

Uft Tiituan TO lujmai Sasaran 
IniSkalor 
Sasaran 

Program dan Kegiatan 
Indikator Kineija Program 
(outcome) dan Kegiatan 

(Output) 

Data Capaian pada 
Tahun Awal 

Perencanaan 

Tahun-1 (2016) Tahun-2(2017) Tahun* (2018) Tehui>4(2019) Tahun-5(2020) Kondiakinerjapadaakhir periode 
Renstra (2021) 

Unit Kerja SKPD 
Penanggung 
Jawab 

Uft Tiituan TO lujmai Sasaran 
IniSkalor 
Sasaran 

Program dan Kegiatan 
Indikator Kineija Program 
(outcome) dan Kegiatan 

(Output) 

Target Rp Taiget Rp Taiget Rp Taiget Rp Target Rp Taiget Rp 

Unit Kerja SKPD 
Penanggung 
Jawab 

m P) (3) P) P) P) P) (10) (11) (12) (13) (U) (IS) (16) (IT) (18) (20) (21) (22) 

'engendaEandan 

lumiah Dokumen DPA SKPD 
ang diseiesaikan 

• 

54 SKPD 

00.452.839,20 

54 SKPD 

105.791.639,00 108.436.429.90 111.147.340,72 113.926.024*4 Bid. Anggaran 
nenatausahaan anggaran Jumlah regulasi ttg 

penatausahaan anggaran yang 
diseiesaikan 

• 
_ 

158 SK 

00.452.839,20 

158 SK 

105.791.639,00 

158SK 

108.436.429.90 

153 SK 

111.147.340,72 

158 SK 

113.926.024*4 Bid. Anggaran 

3 
'enyusunan Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang 
PenibahanAPBD 

Jumlah dokuemn APBDP 
SKPD yang diseiesaikan 

260.802.000,00 42 Dokumen 287.124.000,00 42 Dokumen 197.413.199,80 480 Dokumen 196.089.800,00 480 Dokumen 200.992045,00 480Dckumen 206.010.846.13 480 Dokumen 211.167.267,28 Bid. Anggaran 

4 
tenyusunan DPAGKPD dan 
Penunjang Adminlslrasi SPD 

Jumlah SPD yang 
diseiesaikan 

216.730.378,12 3.020 SPD 199.730.378,12 3.020 SPD 130.599.023,71 4.020 SPD 82.599.023,97 4.020 SPD 84.663.999,57 4.020 SPD 86.780.599,66 4.020 SPD 88.950.114,55 Bid. Anggaran 

Peneititan 
SP2Dyang 
tepatwaktu 

E 0 

Pelayanan Jasa Administrasi 
seianja l nax uangsung oan 
Pentiayaan Daerah 

Jumlah SP2D Belanja tidak 
langsung Spembiayaan 
H u « 1 . u « n HipalaEolV V I 
oaeran yang oiseiesaiKan 

820bueh 102.868.913,00 2.700 buah 102.869.000,00 2700 buah 105.440.725,00 2700 budi 108.076.743,13 2700 buah 110.778.661,70 
Bid. 
PorbondahsTEian 

Peneititan 
SP2Dyang 
tepatwaktu 

e 0 
Pelayanan AdminislrasI Belanja 
langsung 

Jumlah SP2D belanja 
Langsung SKPD yang 
diseiesaikan 

- 3.400 buah 338.977.596,00 3.000 buah 144.975.875,00 3.000 buah 148.600.271,88 3.000 buah 152.315.278,67 3.000 buah 150.123.160,64 
Bid. 
Perbendaharaan 

Peneititan 
SP2Dyang 
tepatwaktu 

7 PelayanaJasaAdmireslrasi 
KASDA 

Jumlah SP2D dan pihak ktf ga 
yangdilayani 

32.030.000.00 4.220 buah 33.000.000,00 4.220 buah 77.074.290,12 5.700 U u * 61*20.000,00 5.700 b u * 62750.500,00 5.70Obuah 64.319.26250 5700 buah 65.927.244,06 Bid. 
Perbendaharaan 

Peneititan 
SP2Dyang 
tepatwaktu 

8 
Montaing Evaluasi IPJ 
Penatausahaan Keuangan 

Jumlah SKPD ygdievaiuasi 
dokumen IPJnya 

- 43 SKPD 47.295.000,00 54 SKPD 24.200.000,00 54 SKPD 29.200.000,00 54 SKPD 29.930.000,00 54 SKPD 30.678.250,00 54 SKPD 31.445.206,25 Bid. Akuntansi 

OpMBPK 
tartiadap 
pengelolaan 
keuangan 
Daarah 

g Pengelolaan Sistem Akuntansi 
Pengekisran dsn Penerimaan 

Jumlah SPJ yang diveriSkasi S 
jumlah buku kebijakan 208.780.000,00 516 buah 209.785.000.00 518 buah 169.105.833,00 520 buah 151.105.833,00 530 buah 154.083.478,83 540 buah 158.755,565,80 545 buah 162724.454,04 Bid. Akuntansi 

OpMBPK 
tartiadap 
pengelolaan 
keuangan 
Daarah 

i n 
tu 

Monitonng dan Pelaporan Dana 
Dakonsentrasi dan Paibantuan 
Tugas PoAantuan dan Bagi 

Jumlah laporan dana dekon 
yang diseiesaikan 

4.505.000,00 4 Triwulan 4.505.000,00 4Triwufan 4.505.000,00 Sekratariat 

OpMBPK 
tartiadap 
pengelolaan 
keuangan 
Daarah 

11 
I t 

Penyusunan Rancangan 
PERDA Tentang Peitanggung 
Jawaban Pelaksanaan APBD 

Jumlah dokumen laporan 
pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD 

240.537.100,00 TLapoiai 240.537.100,00 TLapoian 201.608.000,00 Tlaporan 171.459.500,00 /Laporan 175.756.237,50 7 Laporan 180.150.143,44 TLaporan 184.653.897,02 Bid. Akuntansi 

OpMBPK 
tartiadap 
pengelolaan 
keuangan 
Daarah 

12 
Pengelolaan sistem akuntansi 
peiaporan asset daerah 

Jumlah dokumen laporan 

\Mnn r4iesa^e9iVnf9 yany ulScloSalncEl 

74.650.000,00 1 Dokumen 66.350.000,00 1 Dokumen 88.850.000,00 1 Dokumen 52.080.000,00 1 Dokumen 53.382000,00 1 Dokumen 54.716.550,00 1 Dokumen 56.084.463,75 Bid. Akuntansi 

OpMBPK 
tartiadap 
pengelolaan 
keuangan 
Daarah 

13 
Evaluasi Beikata dan Tindak 
lanjutklPTGKDataa Hasil 
Temuan 

Jumlah temuan yang diiindak 
ianiuti 

168.157.500,00 15 Temuan 168.165.00O,IX) 15 Temuan 168.165.000.00 15 Temuan 156.177.000,00 15 Temuan 160.081.425,00 15 Temuan 164.083.460,63 15 Temuan 168.185.547,14 Sekretariat 

OpMBPK 
tartiadap 
pengelolaan 
keuangan 
Daarah 

14 
Pengendalian dan Pengawasan 
Program dan Kegiatan 

Jumlah regulasi yang 
diseiesaikan 

39.662250,00 3iegulasi 39.662.250,00 3 regulasi 39.662250,00 3 regulasi 12085.500,00 3 regulasi 12387.637,50 3iegulasi 12697.328,44 3 regulasi 13.014.761,65 Sekretariat 

Bid. Akuntansi 

OpMBPK 
tartiadap 
pengelolaan 
keuangan 
Daarah 

15 
SosiaEsasi Pake! Regulasi 
Tentang Pengeioiaan Kauangan 
Daerah 

Jumlah peserta peladhan 
dan bimblngan teknis 100.000.000,00 120 orang 60.000.000,00 120 orang 100.000.000,00 140 orang 100.000.000,00 140 orang 102500.000,00 140 orang 105.062500,00 140 orang 107.689.06250 

Sekretariat 

Bid. Akuntansi 

Moiingkalnya 
KuaJtasPengalolaar 
Asset Daerah 

Teiiibnya 
pengadninis 
raslan 
Barang MEk 
Daerah 

t 

16 
Pengelolaan klutasi dan 
Penghtpusan Asset Daerah 

Jumlah SKPD yang malakukai 
Penghapusan Asset 

6 SKPD 8 SKPD 

74.640.000,00 

8 SKPD 

62.799.500,00 

8 SKPD 

64.369.487,50 

10 SKPD 

65.978.724,69 

10 SKPD 

67.628.192.80 BidAset 

Moiingkalnya 
KuaJtasPengalolaar 
Asset Daerah 

Teiiibnya 
pengadninis 
raslan 
Barang MEk 
Daerah 

t 

16 
Pengelolaan klutasi dan 
Penghtpusan Asset Daerah 

Jumlah Pemindahtanganan 
BMD baik secara 

dan penyertaan modal 

79.430.200,00 
6 SKPD 

71.368.000,00 
10 SKPD 

74.640.000,00 
10 SKPD 

62.799.500,00 
10 SKPD 

64.369.487,50 
10 SKPD 

65.978.724,69 
10 SKPD 

67.628.192.80 BidAset 

Moiingkalnya 
KuaJtasPengalolaar 
Asset Daerah 

Teiiibnya 
pengadninis 
raslan 
Barang MEk 
Daerah 

t 

16 
Pengelolaan klutasi dan 
Penghtpusan Asset Daerah 

Jumlah Monitoring pelaporan 
asetlaiiHain 

54 SKPD 54 SKPD 

74.640.000,00 

54 SKPD 

62.799.500,00 

54 SKPD 

64.369.487,50 

54 SKPD 

65.978.724,69 

54 SKPD 

67.628.192.80 BidAset 



Target Kineija Program dan Kerangka Pendanaan 

No Tn'uan Sasaran 
tndikator 
Sasaran 

Progtam dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan 
(Oulput) 

Data Capaian pada 
TdrunAwai 

Perencanaan 

T*un-1(2016) Tahun-2(2017) Tahun* (2018) Tabun-4(2019) Tahun-5(2020) Kondisi kinerja pada akhir perioda 
Renstra (2021) 

Unit Keria SKPD 
WHS iwjua vinr V 
Penanggung 
Jawab 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

0) P) (3) w (6) P) (8/ P) (10) (11) (12) (13) (U) (IS) (IS) (IT) (IS) po) ill) (22) 
Jumlah Buku Slandarisasi 
riarga D«nuan D S o n g a uasa 
untuk 2 semester 

2 buku 2 buku 2 buku 2 buku 2 buku 2 buku 

Jumlah Buku Standarisasi 
Sol (a la a pfoScoana Koijcl 

Ibuku 

17 
AnaBsa Perencanaan 
Kebutuhan Baiang 

Jumlah Papan bicara dalam 
rangka pengamanan asset 
tanah - 146.264.000,00 100 unit 261.370.000,00 100 unit 

222.310.000,00 100 unit 
227.867.750,00 100 unit 

233.564.443.75 too unit 
239.403.554,64 Bid. Aset 

Jumlah Dokumen dattar 
rencana kebutuhan barang unit 
tultltuuj & ooKumen oanar 
rencana kebutuhan 

PRKPBU) 

2 buku 2 buku 2 buku 2 buku 2 buku 2 buku 

Jumlah Laporan aset 
. a 1 1. vL 1 -v ufcia— /-A 

pemerintah kabupaten Gowa 
per triwulan semesiBr, dan 
tahunan Berbasis Laporan dan 
ApiikaslSlmdaBMD 

5Laporan 5Lapaan SLaporan SLaporan SLaporan SLaporan 

Jumlah Laporan Inventarisasi 
tanah dan bangunan sarta aset 
bermasalah yang dikuasai 
pihak lain 

8 OPD 8 OPD 8 OPD 8 OPD 8 OPD 8 OPD 

18 
renmgKaian Manajemen Asset 
/Barang Daerah 

Jumlah Laporan Rakonsiuasr 
Barang MSk Daerah untuk 
Masingktesing Organisasi 
Perangkat Daerah 

290.069.950,00 

4 Triwulan 

343.418.498,00 

4 Triwulan 

196.681.000,00 

4 Triwulan 

316.074.000,00 

4 Triwulan 

323.975.850,00 

4 Triwulan 
33*075.246,25 

4Triwulai 

340.377.127,41 BidiAset 

Jumlah laporan Penilaian 
Barang Mlk Daerah Bantpa 
Tanah Jalan maupun 
Bangiaian Yang Bekim dinilai 

1 Laporan 1 ( w w w , 
1 Laporan 1 Laporan ILaporan ILaporan ILaporan 

Jumlah Sistem dan Prosedur 
Kebijakan berkenaan dengan 
analsaasat 

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 

19 
Revahraei Asset / Barang 

Daerah 

Jumlah penggandaan PERDA 
8 PERBUP pengelolaan BMD 322.408.800,00 54 SKPD 194.489.700,00 54 SKPD 143.419.816,00 64 SKPD 150.386.900,00 54 SKPD 154.146.572,50 54 SKPD 158.000.236,81 54 SKPD 161.950.242,73 Bid. Aset 

Revahraei Asset / Barang 
Daerah 

Jumlah Monitonng pelaporan 
Bim 

161.950.242,73 Bid. Aset 

1 TOTAL 4*28*59*08,83 4.705*90.657,18 4*02.742*49,97 4*27.742*49,97 4*56.060*06*2 4.669*62*26,37 4.780.711*84,53 



T A B E L 

INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Y A N G M E N G A C U PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

Kondisi Kinerja p a d a T a h u n Kondisi Kinerja pada 

No Indikator a w a l periode RPJMD T s h u n X T s h u n 2 l a n u n 3 A H „ L , , _ m 

T a h u n 4 akhir periode RPJMD 
T a h u n 2 0 1 6 (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) 

(1) (2) (3) (4) {5) (6) 
C D / 

17) (8) 

1 Nilai SAKIP BPKD R B B B BB BB 

2 Persentase PNS memperoleh nilai SKP baik 99% 100% 100% 100% 100% 100% 

3 rerseniase oerapan M n g g a r d n 81,04% 100% 100% 100% 100% 1UU70 

4 Persentase Pelaporan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

5 Penetapan Ranperda tentang APBD Pokok dan Perubahannya menjadi Perda yang tepat waktu Tepatwaktu Tepatwaktu Tepatwaktu Tepatwaktu Tepatwaktu Tepatwaktu 

6 Opini BPK terhadap Pengeioiaan Keuangan Daerah WTP WTP WTP WTP WTP WTP 
7 Penerbitan SP2D tepatwaktu Tepatwaktu Tepatwaktu Tepatwaktu Tepatwaktu Tepatwaktu Tepatwaktu 
8 Persentase tingkat kesuaian data aset SKPD dengan aset laporan Keuangan Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
9 Persentase Kendaraan DInas yang memiliki BPKB 74,48% 75% 76% 77% 78% 100% 
10 Persentase Asset Daerah Yang dimanfaatkan 96,23% 95% 96% 97% 98% 100% 

58 


